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ABSTRAK

Bidang mu’amalah menjadi salah satu pelaksanaan syariat Islam melalui
UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.. Qanun Jinayat dalam
bidang ekonomi syariah di Aceh penting sebagai cara mempengaruhi masyarakat
dengan sistem yang teratur terlebih dahulu sebagai fungsi hukum yang dinamakan
dengan “social engineering”, aspek penindakan terhadap pelanggaran syariat
Islam dalam bidang ekonomi syariah menjadi penting untuk menindak para
pelaku karena masih terdapat aktivitas ekonomi masyarakat yang melanggar
prinsip ekonomi Syariah. Tujuan penelitian untuk menelaah bagaimana urgensi
Qanun Jinayat dalam bidang ekonomi Syariah di Aceh secara filosofis, yuridis
dan sosiologis, bagaimana analisis Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 dan Qanun
Aceh No. 11 Tahun 2018 terhadap pembentukan Qanun Jinayat bidang ekonomi
Syariah. Jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan
pustaka, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, teknik analisa data
menggunakan metode deskriptif analitik dan analisis isi. Hasil telaah bahwa
asas filosofis perlunya aturan tentang Jinayat dalam bidang ekonomi syariah di
Aceh dengan memperhatikan pandangan hidup masyarakat Aceh yang Islami
merujuk pada al-Qur’an dan Hadis, secara yuridis telah terdapat dasar hukum
formal melalui UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh
No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Qanun Aceh No. 11 Tahun
2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, secara sosiologis memperhatikan
pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat dengan perkembangan fakta empiris
masih terdapat unsur riba, gharar serta lainnya dalam aktivitas ekonomi
masyarakat Aceh. Qanun No. 8 Tahun 2014 mewajibkan masyarakat Aceh untuk
ber-muamalah sesuai dengan syariat Islam, dalam Qanun tidak memuat ketentuan
pidana bagi masyarakat yang melanggar ketentuann syariah. Maka keberadaan
ganun jinayat dalam bidang ekonomi syariah sangat diperlukan untuk menjamin
terlaksananya Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 sehingga tujuan syari’ yaitu
menciptakan maslahah dan menghindarkan kemudaratan (jalbu al-manfa’ah wa
daf’u al-darar) dapat tercapai. Sejak Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga
Keuangan Syariah berjalan praktik ekonomi Syariah di Aceh masih terbatas pada
lembaga keuangan sedangkan aspek ekonomi Syariah pada keseharian aktivitas
ekonomi masyarakat belum diatur secara tegas, buktinya masih terdapat fenomena
rentenir, judi online dan pelanggaran prinsip ekonomi Syariah lainnya, oleh
karenanya penting aturan hukum yang menjerat pelaku ekonomi konvensional
dengan hukuman pidana, karena kekuatan hukum pidana sangat kuat pengaruhnya
di masyarakat dimana daya paksa dengan merujuk kaidah fikih ma la yatimmu al-
wajib illa bihi fahuwa wajib.
Kata Kunci : Ekonomi Syariah, Qanun Jinayat, Urgensi.



Abstract

The field of mu'amalah has become one of the implementations of Islamic
law through Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. Qanun
Jinayat in the field of sharia economics in Aceh is important as a way of
influencing society with an organized system first as a legal function called
"social engineering” or “planning”, the aspect of taking action against violations
of Islamic law in the field of Islamic economics becomes important to take action
against the perpetrators because there are still community economic activities that
violate Islamic economic principles. The purpose of the study is to examine how
the urgency of Qanun Jinayat in the field of Sharia economics in Aceh is
philosophically, juridically and sociologically, how to analyze Aceh Qanun
Number 8 of 2014 and Aceh Qanun Number 11 of 2018 on the formation of
Qanun Jinayat in the field of Sharia economics. This type of normative legal
research is carried out by examining library materials, data collection techniques
through document studies, data analysis techniques using analytical descriptive
methods and content analysis. The result of the study is that the philosophical
principle of the need for regulations regarding Jinayat in the field of sharia
economics in Aceh by taking into account the Islamic view of life of the Acehnese
people referring to the Qur'an and Hadith, legally there has been a formal legal
basis through Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, Aceh
Qanun Number 8 of 2014 concerning the Principles of Islamic Shari'a, Aceh
Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions,
sociologically pay attention to the fulfillment of the legal needs of the community
with the development of empirical facts, there are still elements of usury, gharar
and others in the economic activities of the Acehnese people. Qanun Number 8 of
2014 requires the people of Aceh to muamalah in accordance with Islamic law,
the Qanun does not contain criminal provisions for people who violate sharia
provisions. So the existence of qanun jinayat in the field of sharia economics is
very much needed to ensure the implementation of Aceh Qanun Number 8 of
2014 so that the objectives of shari'a 'that is to create maslahah and avoid harm
(jalbu al-manfa'ah wa daf'u al-darar) can be achieved. Since Qanun Number 11 of
2018 concerning Sharia Financial Institutions, Sharia economic practices in Aceh
are still limited to financial institutions, while the Sharia economic aspects in the
daily life of the community's economic activities have not been strictly regulated,
the evidence is that there are still loan shark phenomena, online gambling and
other violations of Sharia economic principles, therefore it is important the rule of
law that ensnares conventional economic actors with criminal penalties, because
the power of criminal law has a very strong influence in society where the
coercive power refers to the figh rules of ma la orphan al-wajib illa bihi fahuwa
wajib.

Keyword: Sharia Economics, Qanun Jinayat, Urgency.
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Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan

transliterasinya dengan huruf latin :

yang dalam

Huruf Arab| Nama Huruf Latin Nama
\ Alif  |Tidak Dilambangkan Tidak Dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
< Sa S Es (dengan titik diatas)
z Jim J Je
z Ha H Ha (dengan titik dibawah)
- Kha Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik diatas)
D Ra R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
Uk Syin Sy Es dan Ye
ua Sad S Es (dengan titik dibawah)
u=a Dad D De (dengan titik dibawah)

sistem tulisan Arab




L Ta T Te (dengan titik dibaah)
L Za Z Zet (dengan titik dibawah)
& ‘Ain ¢ Koma terbalik (diatas)
¢ Gain G Ge
- Fa F Ef
a Qaf Q Ki
4 Kaf K Ka
J Lam L El
2 Mim M Em
O Nun N En
) Wau W We
° Ha H Ha
3 Hamzah ’ Apostrop
¢ Ya Y Ye
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
= Fathah A A
— Kasrahl 1 |
= Dammah U U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

vi




Tanda Nama Gabungan Huruf Nama
i fathah dan ya Ai adani
¥ fathah dan wau Au adanu

Contoh:
Kataba = X
Fa‘ala = (ad
Zakira = &
Yazhabu = Ay
a--1g = d
Kaifa = &X
Haula = Js»

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Haralat Huruf dan
dan Nama Tanda Nama
Harakat
; A A dan garis
’ |-
o/ fathah dan alif A o g
1 i I dan garis di
— kasrah dan ya I &
S— dammah dan wau U U dgn garis
di atas
Contoh:
Qala = Ji
Rama = R
Qila = d_ﬁ
Yaqilu = Jss

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: L
Raudah al-Atfal =  JakY)das)

Raudhatul atfal )
al-Madinah al-Munawwarah = 534l 45.al)
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al-Madinatul-Munawwarah )
Talhah = dalh

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
Kabbana = 1—\-\)
Nazzala = J5
al-Birr = phl
al-Hajj = &l
Nu'imma = Azl

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf gamariah.
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /J/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:
ar-Rajulu = Jas
as-Sayyidatu = a3l
asy-Syamsu = el
al-Qalamu = Al
al-Badi’u = &l
al-Jalalu = I
7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab

berupa alif.
Contoh: o
Ta’khuziina = ujﬁ’éﬁ
an-Nau’ = &34
Syai’un = Bl
Inna = uﬁ
Umirtu = &l
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Akala = K

8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan
kata lain yang mengikutinya.
Contoh: o
GENN A sl )
Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin
Wa innallaha lahuwa khairurraziqin )
Ol Jhall 3 QI 30303
Fa aufu al-kaila wa al-mizan
Fa auful- kaila wa-mizan
S ) )
Ibrahtm al-Khalil
Ibrahtmul-Khalil
Wl pe s jaa L pee
Bismillahi majreha wa mursaha
e LI G 2 o ) e 5
Walillahi ‘alan-nasi hijju al-baiti manistata‘a ilaihi sabila
Walillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti manistata‘a ilaihi sabila

9. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh: )
O3k §) 5254 s
Wa ma Muhammadun illa rasal o )
& 5a 485 ¢oall (WAl gy i 351
Inna awwala baitin wudi’a linnasi lallazi biBakkata mubarakan
SR s O3 el pimay e
Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an
Syahru Ramadanal-lazi unzila fthil-Qur’an .
ol el 815 Sl
Wa laqad raahu bi al-ufuq al-mubin
Wa laqad raahu bil-ufuqil-mubin o g
Onallall Sy an 2es)
Alhamdu lillahi rabb al-‘alamin

X



Alhamdu lillahi rabbil-‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.

Contoh:
Cu A i il (e Hal
Nasrun minallahi wa fathun g~-* .
Baes Sl
Lillahi al-amru jami‘an
Lillaahil-amru jami‘an
Hle oo 05 i
Wallahu bikulli syaiin ‘alim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu
Tajwid.Karena itu peresmian pedoman transliterasi iniperlu disertai dengan
pedoman tajwid.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perjalanan panjang rakyat Aceh dalam memperjuangkan kemerdekaan
berakhir dengan Nota Kesepahaman (MOU) antara Pemerintah Republik
Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang di laksanakan di Kota
Helsinki Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005, dalam perjanjian tersebut
Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan
komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh
berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak, dan bertekad untuk menciptakan
situasi yang kondusif sehingga Pemerintahan Aceh dapat diwujudkan melalui
suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia.!

Salah satu buah perjuangan masyarakat Aceh adalah lahirnya UU No. 11
tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh sebagai legitimasi independensi Aceh
untuk mengatur pelaksanaan syariat Islam yang dicita-citakan oleh masyarakat
Aceh. Cakupan pelaksanaan syariat Islam di Aceh dimuat dalam Pasal 125 UU
No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ayat (2) Pelaksanaan syari’at
Islam meliputi Ibadah, ahwal syakhshiyyah (hukum keluarga), muamalah
(hukum perdata), jinayah (hukum pidana) gadha’ (peradilan), tarbiyyah
(pendidikan, dakwah, syi’ar dan pembelaan Islam).

Dalam bidang muamalah, Aceh telah memiliki beberapa Qanun seperti
Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Qanun Aceh
No. 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh No. 1 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, Qanun Aceh No. 9 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Bank Aceh Syariah, Qanun Aceh No. 7 Tahun 2014 tentang
Ketenagakerjaan, Qanun Aceh No. 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun
Aceh No. 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh, dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018

tentang Lembaga Keuangan Syariah. Namun ganun dalam bidang ekonomi diatas

1 Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka

1



cenderung hanya berkutat pada tatanan kelembagaan dan tidak menyentuh
persoalan riil yang dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta
tidak memuat sanksi baik pidana maupun administrasi apabila ada masyarakat
yang tidak menjalankan aktifitas ekonomi sesuai dengan syariat islam.

Pelanggaran terhadap ketentuan syariah dalam menjalankan aktifitas
ekonomi di Aceh begitu kasab mata, seperti praktik murabahah yang tidak sesuai
dengan ketentuan syariah, hal ini ditunjukan dengan adanya praktik top-up’, take
over’, take over dan top up. Padahal akad murabahah adalah masuk dalam skema
akad jual beli yang harus terpenuhi syarat dan rukun jual beli yaitu ba’iu
(penjual), Musytari’ (pembeli) Mabi’ (barang yang diperjual belikan), tsaman
(harga barang), dan ijab gabul (pernyataan serah terima).® Sementara pada
konteks top-up dan take over lebih cenderung dalam mekanisme kredit atau
hutang. Pelanggaran terhadap prinsip syariah juga dalam praktik investasi bodong
dengan nilai mencapai Rp. 164 Miliar (rupiah),’ praktik rentenir hingga peminjam
pindah agama,® pemalsuan dokumentasi pada bank’ dan judi online’. Kemudian
ketentuan Pasal 14 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang LKS mengenai rasio
pembiayaan kepada usaha mikro sebesar 30 % pada tahun 2020 dan 40 % pada
tahun 2022, akad berbasis bagi hasil sebesar 10 % pada tahun 2020, 20% pada
tahun 2022 dan 40 % pada tahun 2024,° rasio tersebut belum terpenuhi. '°.

2 Top-up adalah debitur melakukan pengajuan kembali kredit yang sudah berlangsung
dengan jumlah yang lebih besar dari outstanding kredit atau pokok hutang yang sedang berjalan.

3 Take over adalah proses pengambil alihan kredit bank lain, dengan maksimum plafon
kredit sebesar outstanding (sisa pinjaman) terakhir di bank asal atau limit baru sesuai perhitungan
bank

4 Veithzal Rifai, Islamic Financial Management: Teori, Konsep, Dan Aplikasi: Panduan
Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2008), h. 146.

5 Kasus Investasi Bodong Rp 164 Miliar, Polda Aceh Tetapkan 2 Tersangka |
merdeka.com. (Diakses pada hari Selasa, tgl. 02 Agustus 2022, Pukul: 12.15 WIB)

®https://acehsatu.com/terbuai-janji-manis-rentenir-janda-cantik-dua-anak-di-langsa-rela-
pindah-agama/ (Diakses pada hari Selasa, tgl. 02 Agustus 2022, Pukul: 12.55 WIB)

7 Polisi Selidiki Pemalsuan Dokumen Kredit Bank Aceh - ANTARA News Aceh,
(Diakses pada hari Selasa, tgl. 02 Agustus 2022, Pukul: 13.10 WIB)

8 Polisi ringkus empat bandar chip judi online di Aceh, satu anak-anak - ANTARA News.
(Diakses pada hari Selasa, tgl. 02 Agustus 2022, Pukul: 13.30 WIB)

% Pasal 14 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

10 Asbisindo (Asosiasi Bank Syariah Indonesia) wilayah Aceh.



Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah dalam bidang ekonomi
tersebut diatas telah menuai respon dari berbagai kalangan termasuk MPU Aceh
dengan mengeluarkan berbagai fatawa dan tausyiah diantaranya: Tausyiah MPU
Aceh No. 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Fatwa MPU
Aceh No. 6 Tahun 2021 Tentang Rentenir Menurut Prespektif Hukum Islam dan
Adat, Fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2016 Tentang Judi On Line, Tausyiah MPU
Kota Banda Aceh No. 95 Tahun 2020 Tentang Perlunya Payung Hukum Larangan
Rentenir. Respon yang sama juga datang dari Wali Kota Langsa melaui Surat
Edaran No. 450/1505/2020 Tentang Anti Rentenir.

Padahal dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat
Islam dan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam
menjelaskan bahwa bidang muamalah merupakan bagian dari pelaksanaan syariat
Islam di Aceh, bahkan ditegaskan dalam Pasal 20 ayat 3 Qanun Aceh No. 8§ tahun
2014 disebutkan bahwa pelaksanaan bidang mumalah di Aceh bebas dari maisir
(udi), gharar (penipuan), tadlis (samar-samar) spekulasi, monopoli dan riba.
Namun implemetasi dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh pada bidang
muamalah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Hal ini diantaranya disebabkan karena belum ada qanun yang mengatur
tentang sanksi bagi yang melanggar ketentuan syariah dalam melakukan aktifitas
ekonomi. Maka menurut penulis pembentukan qganun jinayat dalam bidang
ekonomi syariah di Aceh merupakan amanah konstitusional untuk mendukung
pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara kaffah. Hal ini sesuai dengan kaidah
fikih ma la yatimmu al-wdjib illa bihi fahuwa wajib (sesuatu yang harus ada untuk
menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib / harus diadakan). Pelaksanaan
syariat Islam di Aceh dalam bidang ekonomi adalah suatu kewajiban, dan
kewajiban tersebut ternyata tidak dapat tertunaikan, hal dibuktikan dengan
maraknya pelanggaran syariah dalam aktifitas ekonomi, maka mengadakan suatu
instrumen untuk menjamin terlaksananya kewajiban tersebut adalah kewajiban
yang sama.

Berdasarkan wuraian di atas, maka permasalahan legislasi hukum jinayat

tidak cukup pada Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat



melainkan harus dikembangkan dalam bidang ekonomi syariah. Hal ini
merupakan pekerjaan besar yang harus dikaji secara proporsional sehingga dapat
meminimalisir masalah dalam penerapan syariat Islam di Aceh yang berhubungan
dengan aktifitas ekonomi, karena semua permasalah aktifitas ekonomi
berhubungan langsung dengan instrumen hukum, yaitu menyangkut norma dan
materi Qanun yang ideal. Kelembagaan hukum, yaitu kelembagaan hukum
berkaitan dengan sarana dan prasarana hukum, seperti aparat penegak hukum,
birokrasi dan kelengkapan sarana penunjang, dan budaya hukum, yaitu
menyangkut budaya dan kesadaran hukum dalam masyarakat dalam merespon
pemberlakuan syariat.!!

Qanun Jinayat dalam bidang ekonomi syariah di Aceh dapat menjadi
instrument untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan
direncanakan terlebih dahulu sebagi fungsi hukum yang dinamakan dengan

"2 untuk mangakomodir kegiatan dan

“social engineering” atau “planning
perkembangan ekonomi dan bisnis masyarakat Aceh agar sesuai dengan prinsip-
prinsip ekonomi syariah. Sebagaimana ungkapan Roscoe Pound bahwa satu
konsep fungsi hukum sebagai “a tool of social engineering”,'> karena substansi
hukum berkorelasi dengan budaya hukum yang merupakan sikap-sikap dan nilai-
nilai yang berhubungan dengan hukum secara bersama-sama.'* Maka, aspek
penindakan terhadap pelanggaran syariat Islam dalam bidang ekonomi syariah
menjadi penting, karena dengan begitu akan tampak pemberlakuan syariat Islam
secara kaffah.

Meskipun dalam sejarah Islam, pelanggaran terhadap ketentuan syariah
dalam bidang ekonomi tidak dikategorikan ke dalam perbuatan jarimah, namun
menurut penulis hal tersebut tidak menghalangi adanya tagnin jinayat dalam
ekonomi syariah. Karena tujuan utama hukum adalah maslahah yang terangkum

dalam lima tujuan yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

1 *Asham Muhammad Syabaru, Qadi al-Qudat fi al-Islam, (Beirit: Dar al-Kutub al-
‘Arabiyah, 1408 H), h. 25-26.

12 Said Sampara, et.al., Buku Ajar Pengantar llmu Hukum, (Yogyakarta: Total Media,
2011), h. 68

13 Marwan Mas, Pengantar IImu Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 92.

14 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 1986), h. 82.



mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara ke lima hal ini
disebut mashlahat dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadah dan
menolaknya disebut mashlahat.'> Menghindarkan masyarakat dari melanggar
ketentuan syara’ dibidang ekonomi adalah sebuah maslahah hifdu al-diin.

Beranjak dari hal diatas, maka penulis menarik untuk meneliti lebih
mendalam dalam bentuk Tesis dengan mengangkat judul: “Urgensi Qanun
Jinayat Dalam Bidang Ekonomi Syariah Di Aceh (Analisis Qanun Aceh No. 8
Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan Qanun Aceh No. 11
Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah)”.

1.2. Rumusan Masalah
Untuk membatasi masalah agar tidak memberikan penafsiran yang
bermacam-macam, serta untuk mencari penyelesaian permasalahan yang telah
dituliskan di atas maka perlu dibuat rumusan masalah yang merupakan
pertanyaan-pertanyaan mendasar yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan
di atas. Berdasarkan hal itu, maka penulis menyusun perumusan masalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana urgensi Qanun Jinayat dalam bidang ekonomi Syariah di Aceh
secara filosofis, yuridis dan sosiologis?
2. Bagaimana urgensi positivisasi Qanun Jinayat di bidang ekonomi syariah
dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014?
3. Bagaimana urgensi positivisasi Qanun Jinayat di bidang ekonomi syariah

dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018?

1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui urgensi Qanun Jinayat dalam bidang ekonomi Syariah

di Aceh secara filosofis, yuridis dan sosiologis?

15" Al-Ghazali, Al-Mustashfa Min ‘Ilm al-Ushul, Juz 1, (Beirut: Muassasah al Risalah.
1997), h. 250.



2. Untuk mengetahui urgensi positivisasi Qanun Jinayat di bidang ekonomi
syariah dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014.
3. Untuk mengetahui urgensi positivisasi Qanun Jinayat di bidang ekonomi

syariah dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018.

1.4. Manfaat Penelitian
Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka
hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, baik manfaat praktis
maupun manfaat teoritis antara lain sebagai berikut:
1. Secara Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan
pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu dan menambah bahan
bacaan.

b. Diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan dalam
rangka pembuatan karya ilmiah selanjutnya.

c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan
keilmuan hukum khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah
serta memberikan kontribusi dalam optimalisasi pelaksaaan syariat
Islam pada bidang muamalah di Aceh.

2. Secara Praktis

a. Agar penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis dan juga
dalam rangka menyelesaikan studi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa.

b. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam
pembangunan ekonomi syariah bagi pengambil kebijakan, akademisi,

dan praktisi ekonomi syariah serta masyarakat Aceh.

1.5. Kajian Terdahulu
Sebelum menyusunnya menjadi suatu karya ilmiah, maka dalam hal ini
penulis menelaah dan mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian terdahulu

yang berbentuk Tesis maupun Disertasi yang mengarah kepada pembahasan dan



mempunyai topik atau tema yang mendekati kesamaan dengan penelitian yang
akan penulis lakukan. Maksud dari penelaahan dan pengkajian ini yaitu untuk
dapat mengetahui bahwa penelitian yang penulis lakukan tidak memiliki
kesamaan dan memilki arah pembahasan yang berbeda, adapun kajian
terdahulunya adalah sebagai berikut:

Karya Pratiwi dan Ahmad Rifai “Urgensi Pembentukan Kitab Undang-
Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia.” Penelitian ini mengungkapkan
bahwa perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak diiringi dengan
perkembangan hukum yang memadai, sedangkan sistem hukum merupakan salah
satu persyaratan dalam pembangunan sistem ekonomi karena hubungan antara
hukum dengan ekonomi menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi tidak akan
berhasil tanpa pembangunan hukum yang mendahuluinya. Sementara penetapan
KHES melalui Peraturan Mahkamah Agung tidak bersifat mengikat keluar, karena
hanya mengikat institusi peradilan agama (internal rules) saja.'® Maka KHES
tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang berlaku konkret, umum, dan
terus-menerus. Untuk itu, dibutuhkan payung hukum berbentuk undang-undang
sebagai rujukan asas yang menaungi segala bentuk akad dan juga hal-hal yang
prinsip dalam ekonomi syariah serta untuk menjamin legitimasi dan pelaksanaan
prinsip tersebut, sehingga terhadap pelanggaran ketentuannya dapat dikenakan
sanksi baik pidana, perdata maupun administratif. Secara umum bahwa karya
Pratiwi dan Ahmad Rifai juga mengungkap tentang urgensitas pembentukan
hukum materil di bidang ekonomi tidak sebatas pada KHES melainkan harus
melalui peraturan perundang-undangan sehingga mempunyai landasan yurudis
yang mengikat. Berbeda dengan penelitian dalam Tesis ini yang ingin
mengungkap tentang urgensi Hukum Jinayat (hukum pidana) dalam bidang
ekonomi syariah yang ditinjau secara filosofis, sosiologis dan yurudis dengan
menganalisa Qanun No. 8 Tahun 2014 Tentang Poko-Pokok Syariat Islam dan
Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

16 Pratiwi dan Ahmad Rifai, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI), “Urgensi
Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia”, 2016.



Karya Fahriansah, Disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
“Urgensi Taqnin Hukum Ekonomi Syariah di Aceh”, hasil kajian menunjukkan
bahwa masyarakat Aceh yang mencita-citakan penegakan syariat islam secara
menyeluruh termasuk dalam bidang ekonomi syariah belum tercapai secara
sempurna bahkan masih terdapat pelanggaran terhadap prinsip ekonomi syariah
seperti dalam akad gala umong (gadai sawah) yang mengandung riba,
pengembalian uang sisa pembelian dengan permen dan pembulatan uang sisa
pembelian ke nominal uang tertentu tanpa kesepakatan pembeli, manipulasi
dokumentasi dalam lembaga keuangan, maraknya tengkulak di pasar tradisional,
praktik rentenir, perselisihan dalam pembagian hasil mawah (kerjasama bagi
hasil) dan sengketa ekonomi yang tidak dapat diselesaikan melalui Mahkamah
Syariyah. Hal ini disebabkan Karena tidak adanya hukum materil dibidang
muamalah.!” Penelitian ini senada dengan karya Pratiwi dan Ahmad Rifai namun
yang membedakan adalah karya Pratiwi dan Ahmad Rifai bersifat nasional
melalui pembentukan undang-undang sedangkan karya Fahriansah bersekala
regional melalui Qanun Aceh.

Karya Zulfahmi, dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (J-HES) dengan
judul “Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan
Syariah Terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah”, hasil
kajian ini menunjukan bahwa Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS lahir
dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera
dalam naungan Syariah Islam. Untuk mewujudkan tujuannya tersebut Qanun No.
11 Tahun 2018 tentag LKS mempunyai poin-poin penting diantaranya Pertama,
menjalankan perekonomian yang sesuai dengan aturan yang terdapat dalam al-
Qur’an dan Hadis dimana sangat melarang perbuatan yang dapat menzalimi setiap
orang diantaranya seperti praktik riba, gharar, dan maisir. Kedua, memberikan
dampak positif terdapat peningkatan perekonomian daerah khususnya dalam
bidang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dimana dalam Pasal 14 ayat 4,

pemberdayaan harus mencapai minimal 30 persen paling lambat tahun 2020, dan

17 Fahriansyah, Disertasi Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. “Urgensi Taqgnin
Hukum ekonomi Syariah di Aceh”, 2021.



minimal 40 persen pada tahun 2022. Ketiga, meningkatkan perlindungan hukum
bagi nasabah.'® Hasil dari kajian diatas menunjukkan bahwa penerapan ekonomi
Syariah di Aceh dimulai dengan sistem ekonomi syariah yang dibangun melalui
lembaga keuangan formal sebagai lokomotif terdepan dalam lalu lintas keuangan
di Aceh, hasil kajian tersebut penulis perkuat dalam penelitian ini dengan
membahas pentingnya penerapan prinsip syariah dalam aktifitas ekonomi
masyarakat Aceh dengan daya paksa salah satunya melalui pengaturan aspek
Jinayat pada setiap pelanggaran terhadap prinsip ekonomi Syariah yang

dijalankan oleh masyarakat.

1.6. Kerangka Teori
Untuk menganalisis hasil penelitian pada bagian akhir nanti, penulis
menggunakan pendekatan pada teori sebagai berikut:
1. Gelding Theorie
Teori gelding (gelding theorie) mengajarkan bahwa agar peraturan
perundang-undangan dapat berlaku dengan baik maka harus memenuhi tiga
macam landasan berlaku, yaitu landasan berlaku secara filosofis, landasan
berlaku secara yuridis, dan landasan berlaku secara sosiologis. Landasan
berlaku filosofis (filosofische gelding) bermakna bahwa peraturan perundang-
undangan harus mencakup sistem nilai dari masyarakat yang bersangkutan.
Landasan berlaku secara yuridis (yuridische gelding) artinya bahwa suatu
peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat pembentukan
yang berdasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi. Sedangkan landasan
berlaku sosiologis (sociologische gelding) berarti bahwa peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam
masyarakat termasuk pula kecenderungan dan harapan-harapan

masyarakat.!”

18 Zulfahmi, “Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan
Syariah Terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah”, Jurnal Hukum Ekonomi
Syariah (J-HES) Vol. 05 Nomor 01 Juni 2021.

19 Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia.., h. 13-17
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Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan negara yang
berwenang untuk mengatur ketertiban masyarakat dengan ketentuan bahwa
bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi disebut dengan hukum.
Hukum yang berlaku di Indonesia mengikuti paham positivistik, tepatnya
positivisme hukum (legal positivism) yang berprinsip bahwa hukum adalah
apa yang tertulis di dalam perundang-undangan negara (law is what is written
on the book).*® Berdasarkan tiga landasan pada teori gelding, menurut
Mohamad Nur Yasin asas filosofis, yuridis dan sosiologis dijabarkan sebagai
berikut:?!

Pertama, asas filosofis, hukum harus dibuat dengan mengakomodasi
nilai agung yang menjadi filosofi atau jiwa kehidupan masyarakat. Dasar
bernegara bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila yang digali dari nilai moral
bangsa. Materi hukum yang bertentangan dengan nilai moral dan prinsip
hidup yang diyakini masyarakat akan menjadikan hukum tumpul dan tidak
bisa menjadi acuan tatanan sosial dan hidup bernegara.

Kedua, dasar yuridis, hukum yang baik adalah hukum yang ditandai
oleh tidak adanya peraturan yang mengandung pertentangan antara satu
dengan yang lain baik selevel maupun dengan peraturan yang lebih tinggi
Sebagaimana setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia diidealkan
selalu sinkron dengan peraturan di atasnya. Peraturan yang bertolak belakang
dengan peraturan yang lebih tinggi akan memunculkan pertentangan hukum
(conflict of norm) atau minimal kekaburan hukum (vague of norm) dan
menyebabkan kebingungan serta ketidaktertiban sosial ekonomi politik
masyarakat.

Ketiga, landasan sosiologis, hukum harus disusun dengan
mengakomodasi potensi dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.
Setiap komunitas selalu memiliki khas dan keunggulan masing-masing (local
wisdom) yang menjadi bencmarking dan identitas pembeda (distinction)

dengan masyarakat lainnya. Hukum yang berpespektif sosiologis harus

20 Mohamad Nur Yasin, Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia, (Malang: UIN
Maliki Press, 2018), h. 169.
2 Ibid.., h. 170
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tersublimasi oleh prinsip-prinsip yang menyatukan berbagai local wisdom,
sehingga semua nilai-nilai local wisdom terwadahi dalam substansi hukum.
Karena hukum yang ahistoris dengan realitas sosial tidak akan pernah
mendapat dukungan masyarakat, sebaliknya justru memiliki resistensi tinggi
dan potensial selalu ditentang oleh masyarakat.

Sebagaimana studi tentang ilmu dan teori perundang-undangan yang
dikemukanan oleh Muhammad Amin Summa bahwa alasan terpenting dari
perberlakuan hukum Islam di Indonesia adalah karena alasan konstitusi (the
reason of constitution), alasan sejarah (the reason of history) dan alasan
kebutuhan terhadap hukum Islam itu sendiri.”> Abdul Ghani Abdullah
mengemukakan bahwa untuk pemberlakun hukum Islam di Indonesia agar
mendapat tempat konstitusional jika memiliki tiga alasan, yaitu: Pertama,
alasan filosofis, ajaran Islam rnerupakan pandangan hidup, cita moral dan cita
hukum mayoritas Muslim di Indonesia, dan mempunyai peran penting bagi
terciptanya norma fundamental negara Pancasila; Kedua, alasan yuridis yang
tertuang dalam Pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi
keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal; Ketiga, alasan sosiologis,
perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukan bahwa cita
hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat
aktualitas yang berkesinambungan.??

Landsan filosofis dalam pembentukan Qanun jinayat dalam bidang
ekonomi syariah dapat dilihat dari cita-cita hukum dan karakteristik
masyarakat aceh yang mendambakan pemberakuan syariat Islam secara
menyeluruh termasuk dalam bidang ekonomi. Sedangkan Landasan yuridis
yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kewenangan pemerintahan
daerah dalam membentuk ganun jinayat yang memuat ketentuan pidana bagi

yang tidak menjalankan ketentuan syariah dalam aktifitas ekonomi. Aaturan

22 Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan
Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004). h. 4.

23 Abdul Ghani Abdullah, Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan
Studi Hukum Islam di Indonesia, dalam Mimbar Hukum No. 1 tahun V, (Jakarta: al-Hikmah &
Ditbinpera Islam Depag RI, 1994), h. 94-106.
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hukum yang menjadi dasar yuridis secara hierarki adalah Pancasila, UUD
1945, Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh,
Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun
Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan Qanun Aceh
No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Begitu juga
landasan sosiologis yang dimasudkan dalam penelitian ini adalah aktualisasi
hukum ekonomi syariah di Aceh sejak masa kerajaan Aceh dan praktik akad
ekonomi klasik seperti gala umong (gadai sawah) dan mawah (kerjasama
bagi hasil) yang berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya. Semua landasan
tersebut sangat mendukung dibentuknya Qanun Jinayat dalam bidang
ekonomi syariah sehingga diharapkan aktifitas ekonomi masyarakat Aceh

dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau
ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman
kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu
tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan
dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum
merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan
sosiologi.?*

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan
dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.
Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan
logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain
sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian
hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten
dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-

keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar

24 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, ,
(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h.. 59
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tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum
yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.?
Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian,
yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu
mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua,
berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena
dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa
saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.?
Kaitan teori kepastian hukum dalam penelitian ini yaitu menjadi
penting agar seluruh masyarakat Aceh dapat menjalankan ekonomi sesuai
dengan prinsip syariah serta akibat hukum yang timbul dari praktik ekonomi
yang dijalankan. Mengingat, dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang
Pokok-Pokok Syariat Islam dan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS
menyatakan bahwa seluruh masyarakat Aceh agar menjalankan ekonomi
sesuai dengan prinsip Syariah. Namun pada kenyataannya masih terdapat
praktik ekonomi yang tidak dijalankan sesuai dengan prinsip syariah baik
dalam tataran formal melalui lembaga keuangan (perbangkan dan non
perbankan) maupun tataran informal. Untuk dapat dilakukan penindakan
terhadap pelanggaran ketentuan syariah dalam bidang ekonomi diperlukan
payung hukum yaitu Qanun Jinayat, hal ini disebabkan dalam kaidah hukum
pidana terdapat asas legalitas nullum delictum, nulla poena sine praevia lege
poenali (tiada delik, tiada pidana/ jarimah tanpa didahului oleh ketentuan

pidana dalam perundang-undangan).

3. Teori Jinayat Dalam Islam
Setiap perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan balasan (wajaza 'u
sayyi’atun misluha). Dalam Islam, apabila manusia melakukan perbuatan

baik, maka ia akan mendapatkan pahala, dan sebaliknya apabila melakukan

25 Christine S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah
Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 385.

26 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, (Bandung: Penerbit Citra Aditya
Bakti, 1999), h. 23
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perbuatan tidak baik, maka akan mendapatkan dosa. Secara umum, tujuan
syara’ menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya,
baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Menurut Abdul
Kadir Awdah, hukuman (al- ‘uqubah) merupakan pembalasan (al-jaza’) atas
pelanggaran perintah syara’ yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan.
Sementara, maksud ditetapkannya hukuman atas pelanggaran perintah syara’
adalah untuk kemaslahatan manusia, menjauhkan mereka dari kebodohan,
mengeluarkan mereka dari segala kegelapan, menjerakan mereka perbuatan
dari maksiat, dan memotivasi mereka untuk taat kepada Allah.?’

Namun, apabila dilihat lebih spesifik, tujuan hukuman dalam hukum
syara’ ada lima macam, yang kemudian dikenal dengan sebutan al/-magasid
al-khamsah (lima tujuan). Kelima tujuan itu adalah memelihara kemaslahatan
agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan,
memelihara harta benda, dan memelihara kehormatan. Barangsiapa yang
mengganggu lima perkara itu, maka dia akan berhadapan dengan urusan
hukum.?® Berdasarkan kajian mendalam terhadap nash-nash agama, para ahli
hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pemidanaan dalam Islam
yaitu sebagai berikut:

1. Pembalasan (al-Jaza’)

Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Konsep ini memberikan
pemahaman bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang
setimpal dengan apa yang telah dilakukannya tanpa melihat apakah
hukuman itu berfaecdah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai
dengan konsep keadilan yang menghendaki agar seseorang mendapat
pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya. Di
samping ungkapan-ungkapan Al-Qur’an, tujuan pemidanaan juga
memengaruhi ijtithad-ijtihad fuqaha. Di antaranya adalah pandangan

Mazhab Syafi’iyah yang mewajibkan pelaksanaan semua hukuman bagi

27 Abdul Kadir Awdah, at-Tasyri’ al-Jinai al-Islam: Muqaranan bi al-Qanun al-Wad’i,
(Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.), h. 70.

28 Ismail Muhammad Syu’bah, Tujuan dan Ciri-Ciri Hukum Islam, (Jakarta: Bumi
Aksara, 1999), h. 65.
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seorang pelaku tindak pidana yang melakukan banyak tindak pidana.
Pandangan ini mengabaikan sama sekali teori gabungan pidana.?
2. Pencegahan (az-Zajr)

Pencegahan atau preventif dapat dipahami sebagai satu sikap untuk
mencegah bagi pelaku ataupun bagi orang lain. Dalam Al-Qur’an terdapat
beberapa ayat yang secara jelas dan tegas memberikan isyarat kepada
konsep pencegahan. Secara ringkas, ayat-ayat Al-Qur’an merumuskan satu
konsep bahwa tindakan yang dilakukan oleh Allah swt. terhadap manusia
di dunia ini tujuannya bukan semata-mata untuk menyiksa, tetapi
sebenarnya untuk memberikan pembelajaran supaya menghindarkan diri
dari kesesatan dan perlakuan buruk.’® Pencegahan yang menjadi tujuan
dari aneka ragam hukuman dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan
umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada
masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan
tindak pidana karena takut akan hukuman. Sementara, pencegahan khusus
bertujuan untuk mencegah pelaku tindak pidana dari mengulangi
perbuatan salahnya.

3. Pemulihan/Perbaikan (al-Islah)

Satu lagi tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam, yakni
memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak
pidana. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa tujuan inilah yang merupakan
tujuan paling dasar dalam sistem pemidanaan Islam. Fakta yang
menunjukkan bahwa pemulihan ini merupakan salah satu dari tujuan dasar
dalam sistem hukum pidana Islam adalah pandangan fuqaha tentang tujuan
hukuman pengasingan atau penjara. Menurut mereka, tujuan hukuman
pengasingan atau penjara adalah untuk memulihkan pelaku tindak pidana

tersebut. Berdasarkan tujuan inilah mereka berpendapat bahwa hukuman

2 Marsaid, 4l-Figh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana Dalam
Hukum Islam.., h. 99.
30 Ibid.., h. 101.
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seperti itu akan terus dilanjutkan hingga pelaku tindak pidana benar-benar
bertobat dan tidak mengulangi lagi tindak kejahatannya.’!
4. Restorasi (al-Isti’adah)

Kathleen Daly menyatakan bahwa keadilan restoratif (restorative
Jjustice) dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk merespons tindak
pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka
memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Hal
ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak.*
Dalam hukum Islam yang memiliki tujuan mulia untuk kemaslahatan
bersama, tujuan ini dapat disimpulkan dari ayat-ayat Al-Qur’an yang
menegaskan adanya hukuman diyat sebagai hukuman pengganti dari
hukuman qisas apabila korban memaatkan pelaku tindak pidana. Berkaitan
dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, maka pemberian
maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian diyat oleh pelaku
tindak pidana merupakan hal yang positif.

5. Penebusan Dosa (at-Takfir)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum
sekuler adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam hukum pidana
Islam. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan
pertanggungjawaban atau hukuman di dunia saja, tetapi juga
pertanggungjawaban atau hukuman di akhirat kelak.>* Menurut sebagian
fugaha, penjatuhan hukuman di dunia ini salah satu fungsinya adalah

untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya.

31 Ibid.., h. 103

32 Kathleen Daly, “Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies,” dalam Law in
Context: a Socio-Legal Journal, Vol. 17, No. 1, Tahun 2000, h. 167-168.

33 Muhammad Abu Zahrah, al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Figh al-Islami: al-Jarimah,
(Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1998), h. 20.
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4. Teori Maqashid Syariah

Magashid adalah bentuk jamak dari maqashid yang merupakan
masdar dari kata, (daie 5 laal 4iaad) 34 yang dapat diartikan dengan makna
maksud atau tujuan. Sedangkan kata syariah, secara kebahasaan kata syariah
pada dasarnya dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum.

Tujuan hukum (Magashid Syariah) harus diketahui oleh mujtahid
dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara
umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang
kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur’an dan Hadis.
Kemudian tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui,
apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum,
karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat
diterapkan.’ Dengan demikian, hukum Islam akan tetap dinamis dalam
menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan
berkembang.*¢

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dumia dan di akhirat
berdasarkan penelitian para ahli ushul figh, ada lima unsur pokok yang harus
di pelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta.’” Maslahah yang menjadi prinsip dalam Magashid
Syariah dengan memandang hubungannya dengan kelompok atau
perorangan terbagi pada dua pembagian, yaitu:

a) Maslahat Kulliyah, yaitu maslahat yang kembali kepada seluruh umat
atau jemaah yang besar berupa kebaikan dan manfaat, seperti menjaga
Negara dari musuh, menjaga umat dari perpecahan, menjaga agama dari
kerusakan.

b) Maslahat al-Juz'iyyah al-Khashshah, yaitu maslahah perseorangan

3% Abu al-Husain Ahmad ibn Faris Ibn Zakariyya, Mu’jam al-Mugayyis fi al-
Lughah,(Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 891.

35 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.
124.

3¢ Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad..., h.44.

37 Faturrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta:
Logos, 1995), h. 39.
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atau perseorangan yang sedikit, seperti pensyariatan dalam bidang
muamalah, yaitu hubungan antara individu dengan individu yang lain.
Kemudian, apabila maslahah tersebut dipandang dari segi kekuatan
yang timbul dari dirinya dan bekas yang dihasilkan, terbagi kepada
tiga tingkatan, yaitu:
a. Dharuriyat
Maslahat Dharuriyat adalah sesuatu yang mesti ada dalam
rangka melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata lain bahwa
Dharuriyat adalah kemaslahatan yang tergantung terhadap adanya
maslahat tersebut kehidupan manusia pada agama dan dunianya. Yaitu
dengan perkiraan apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan dunia tidak
akan terlaksana dan menjadi rusak dan binasa, dan di akhirat tidak
mendapat kebahagiaan bahkan akan mendapatkan siksa. Dalam bentuk
Dharuriyat ini, ada lima prinsip yang harus dipelihara yaitu agama, jiwa,
akal, keturunan dan harta.’®
b. Hajiyat
Hajiyat adalah maslahah yang dikehendaki untuk memberi
kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia.

Sekiranya maslahah itu tidak ada atau hilang, maka kehidupan manusia

menjadi sulit, namun tidak sampai pada tingkat kerusakan, seperti
pensyariatan rukhsah yang meringankan taklif dalam beribadah bagi
mukallaf yang mendapat kesulitan seperti sakit dan dalam perjalanan
(musafir). Mengenai hal ini, terdapat kaidah figh yang dapat dipakai
sebagai penguat bagi kemaslahatan yang bersifat Hajiyat ini, yaitu:
"Kebutuhan (hajat) menduduki posisi dharurat, baik yang bersifat umum
maupun yang bersifat khusus. "’

Sesuatu yang bersifat Hajjiyat, dapat seperti kemaslahatan yang

bersifat dharurat, namun kemaslahatan tersebut tidak sampai seperti

38 Ahmad Wira, Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi Cet.1, (Jakarta: Nuansa Madani,
2001), h. 377.

39 Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-Sayuti, al-Asybah waal-Nazha'ir fi
al-Furu’, (Semarang: Maktabah wa Mathba’ah Thaha Putra, tt), h. 62.
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keadaan dharurat, yang akan menimbulkan kesempitan yang tidak
sampai pada kerusakan apabila hal tersebut tidak terpenuhi. Hal tersebut
dapat dilihat antara lain seperti disyariatkannya kebolehan bagi seseorang
untuk melakukan ijarah (sewa-menyewa) dalam muamalah, di mana
transaksi sewa menyewa tersebut memberikan suatu kemaslahatan bagi

para pihak yang membutuhkan adanya transaksi tersebut.

c. Tahsiniyat

Tahsiniyat adalah mengambil sesuatu kemaslahatan yang pantas
dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan
menurut adat dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang
tidak disukai oleh akal sehat. Hal ini masuk dalam persoalan yang berupa
penyempurnaan terhadap akhlak.*® Pelaksanaan Magashid Syariah yang
bersifat Tahsiniyat dimaksudkan agar manusia dapat melakukan sesuatu
yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap pemeliharaan dari lima
prinsip yang harus dipelihara, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta. Salah satu kaidah figh yang dapat dipakai unruk pelaksanaan
kemaslahatan ini, adalah kaidah yang berbunyi: “Dianjurkan untuk keluar
dari perselisihan (sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya)”.*!
Dilihat dari ketiga maslahah di atas, pada hakikatnya baik kelompok,
Dharuriyat, Hajiyat, maupun Tahsiniyat dimaksudkan untuk memelihara
atau mewujudkan kelima pokok (tujuan hukum Islam yang asasi). Hanya
saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan kelompok
pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok
tersebut diabaikan maka akan berakibat terancamnya esensi kelima pokok
itu. Kabutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan
sekunder. Artinya, kalau kelima pokok dalam kelompok ini diabaikan, maka
tidak mengancam esensinya melainkan akan mempersulit dan mempersempit

mengancam esensi kelima pokok itu. Dengan demikian, dapat dikatakan

40 Al-Syeikh Abdullah ibn Sa’id Muhammad ‘Abbadi al-Lahji, Idhah al-Qawa’id al-

Fighiyyah, (Jeddah: al-Haramain, tt), h. 68.

69.

41 Al-Syeikh Abdullah ibn Sa’id Muhammad ‘Abbadi al-Lahji, Idhah al-Qawa’id...,h. 68-
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bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer,
pelengkap.*?

Berdasarkan hal itu, maslahat bertingkat-tingkat seperti bertingkatnya
kebutuhan. Dalam mempengaruhi maslahat, kemaslahatan Dharuriyat
didahulukan dari pada maslahat Hajiyat dan Hajiyat didahulukan dari pada
Tahsiniyat. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa kemaslahatan yang
lebih besar didahulukan dari kemaslahatan yang kecil. Namun, dalam banyak
hal tidak ada maslahat yang sama sekali terlepas dari buruk (mafsadat) dan
sebaliknya, tidak ada mafsadat yang sedikitpun tidak mengandung maslahat.

Karena itu dalam menilai apakah sesuatu maslahat haruslah berhati-hati.*

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan tesis ini, maka penulis
membagi pembahasannya dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu,
kerangka teori, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan positivisasi hukum jinayat dalam bidang ekonomi
syariah, terdiri dari konsep positivisasi hukum Islam, meliputi: definisi dan
historis positivisasi hukum Islam, ruang lingkup positivisasi hukum Islam,
metodologi positivisasi hukum Islam, jenis positivisasi hukum Islam dan sejarah
formalisasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Konsep Jinayah dalam Islam,
meliputi: pengertian jinayah, pembagian jinayah serta jenis-jenis ‘uqubah bagi
pelaku jinayah. Konsep ekonomi syariah, meliputi: pengertian ekonomi syariah,
pilar ekonomi syariah, sistem ekonomi syariah serta prinsip ekonomi syariah.

Bab ketiga, merupakan metode penelitian terdiri dari jenis penelitian,
sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta

panduan penulisan.

42 Faturrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis...,h. 41.
43 Nourouzzaman Shiddiqi, Figh Indonesia Penggagas dan gagasannya, Cet.1
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 68.
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Bab keempat, merupakan analisis urgensi qanun jinayat dalam bidang
ekonomi syariah di Aceh, terdiri dari: asas filosofis, yuridis dan sosiologis urgensi
Qanun Jinayat dalam bidang ekonomi Syariah di Aceh, urgensi positivisasi Qanun
Jinayat dibidang ekonomi syariah dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 serta
urgensi positivisasi Qanun Jinayat dibidang ekonomi syariah dalam Qanun Aceh
No. 11 Tahun 2018.

Bab kelima, merupakan penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB II
POSITIVISASI HUKUM JINAYAT DALAM BIDANG EKONOMI
SYARIAH DI ACEH

2.1. Konsep Positivisasi Hukum Islam
2.1.1. Definisi dan Historis Positivisasi Hukum Islam

Dalam literatur hukum Islam modern saat ini, istilah dan bentuk dari
hukum Islam mengalami perkembangan, ada yang disebut fikih (figh) yakni
ijtihad ulama yang tertera dalam kitab-kitab fikih, fatwa yakni pendapat atau
ketetapan ulama atau dewan ulama tentang suatu hukum, keputusan-
keputusan hakim (gddi), dan qanun.**

Qanun lahir pada era modern sebagai konsekwensi dari sistem hukum
yang berkembang terutama karena pengaruh sistem hukum Eropa. Qanun
dalam kontes sekarang dipandang sebagai formalisasi hukum Islam yakni
aturan syara’ dikodifikasi oleh pemerintah yang bersifat mengikat dan
berlaku secara umum.*® Upaya kodifikasi hukum Islam oleh pemerintahan
yang bersifat mengikat dan berlaku secara umum dalam wilayah yang
ditetapkan.

Karena kodifikasi hukum (al-ahkam) juga berarti penetapan hukum
Islam (tasyri’) yang berkaitan dengan hubungan sosial yang disusun secara
sistematis, serta diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang tegas, ringkas,
dan jelas dalam bentuk bab, pasal, dan ayat yang memiliki nomor secara
berurutan, kemudian ditetapkan sebagai ganiin atau undang-undang dan
peraturan (hukum) yang disahkan oleh pemerintah, sehingga wajib diterapkan
oleh penegak hukum di tengah masyarakat.*

Sejak awal kehadiran Islam pada abad ke-7 Masehi, tata hukum Islam

sudah dipraktikkan dan dikembangkan dalam lingkungan masyarakat dan

44 Jaih Muborak, Hukum Islam, (Bandung: Benang Merah Press, 2006), h. 1

4 Ujang Ruhyat Syamsoni, Tagnin Al-Ahkam: Legislasi Hukum Islam ke Dalam Hukum
Nasional, Jurnal Nur El-Islam, Vol. 2, No. 2, Oktober 2015, h. 171

46 Mustafi Ahmad al-Zarqa, al-Madkhal al-Figh al-‘Am, Juz. 1, (Beirut: Dar al-Qalam,
1418 H), h. 313
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peradilan Islam karena secara bersamaan telah terbentuk konsep dasar hukum
untuk dipraktikkan dalam berbagai ruang lingkup melalui beberapa metode
sehingga menghasilkan beberapa jenisnya.

Menurut N.J. Coulson bahwa qanun dalam perspektif sejarah
pembaruan hukum Islam terdapat empat bentuk: 1) Tidak terikatnya umat
Islam pada satu mazhab hukum tertentu, yang disebutnya dengan doktrin
takhayyir (seleksi) pendapat yang paling dominan dalam masyarakat, 2)
Antisipasi terhadap perkembangan peristiwa hukum baru yang disebut
doktrin tatbig (penerapan hukum terhadap peristiwa baru), 3) Perubahan
hukum dari yang lama kepada yang baru, yang disebutnya doktrin tajdid
(reinterpretsi), 4) Kodifikasi hukum Islam menjadi hukum perundang-
undangan negara, yang disebut sebagai doktrin siyasah.*’

Di Indonesia semangat kodifikasi hukum Islam telah ada sejak awal
kemerdekaan yang ditandai dengan ide-ide untuk memasukkan kewajiban
melaksanakan syariat bagi pemeluk agama Islam. Pada era orde baru (Orba),
sebagain dari hukum Islam diakomodasi oleh pemerintah dengan lahirnya
undang-undang perkawinan (1974), Peraturan Pemerintah tentang Wakaf
(1977), Undang-Undang Peradilan Agama (1987), Kompilasi Hukum Islam
(1991). Memasuki era reformasi, semangat pembentukan hukum Islam ke
dalam hukum Nasional semakin besar baik melalui undang-undang maupun
melalui peraturan daerah yang berkenaan dengan hukum Islam.*®

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa konsepsi dasar
pembentukan hukum Syariah sama dengan konsepsi dasar bahwa negara
berdasarkan hukum (rechtstaat) karena memiliki muatan ciri-ciri berikut; 1).
Prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia; 2). Prinsip pemisahan/pembagian
kekuasaan; 3). Pemerintah berdasarkan Undang-Undang; 4). Prinsip

Keadilan; 5). Prinsip kesejahteraan rakyat.

47 N.J Coulson, Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah, Penerjemah: Hamid Ahmad
(Jakarta: P3M, 1987), h. 175-180.

4 Hartono Mardjono, Menegakkan Syari‘at Islam dalam Konteks Keindonesiaan,
(Bandung: Mizan, 1997), h. 125
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2.1.2.Ruang Lingkup Positivisasi Hukum Islam

Pembentukan hukum dalam bidang syariah merupakan proses
pembentukan legislasi hukum untuk diterapkan sesuai dengan landasan
syariah, maka ruang lingkup positivisasi hukum sebagaimana ruang lingkup
legislasi atau hukum itu sendiri, namun dalam ruang lingkup hukum Agama
Islam. Dan untuk mengetahui ruang lingkup hukum, dapat dipahami melalui
definisi hukum. Para pakar hukum saling berbeda pendapat satu sama lain
tentang definisi hukum, hal itu karena dipengaruhi oleh latar belakang
masing-masing dan yang diatur oleh hukum itu sangat luas, yakni hampir
seluruh segi kehidupan manusia.*’

Menurut Wahbah al-Zuhayli bahwa hukum adalah tuntutan syar’i yang
berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang dapat berupa tuntutan, pilihan,
dan ketentuan-ketentuan.’® Menurut Abdul Manan bahwa hukum dalam
pengkodifikasiannya akan meliputi beberapa unsur dan sifat sebagai berikut,
pertama: peraturan mengenai tingkahlaku manusia dalam pergaulan
masyarakat, kedua: peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa, ketiga:
peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi, dan keempat: pelanggaran
terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas, kelima: hukum bisa
juga berbentuk tidak tertulis berupa kebiasaan yang berlaku dalam
masyarakat, keenam: tujuan hukum adalah untuk mengadakan keselamatan,
kebahagian dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.>!

Berdasarkan ungkapan Abdul Manan tersebut, maka ruang lingkup
kodifikasi hukum Islam mencakup semua aktivitas masyarakat baik yang
berkaitan dengan keyakinan, ibadah, muamalah, politik, keluarga baik antar
individu maupun kelompok, yang merujuk kepada ketentuan Agama dan

diatur secara resmi oleh pemerintah demi ketertiban kehidupan dan terjaganya

hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

4 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, (Jakarta:

Chandra Pratama, 1996), h. 22

38

50 Wahbah al-Zuhayli, Usil al-Figh al-Islami, Jild. 1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h.

31 Abdul Manan, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Cet. 2, (Jakarta:

Prenadamedia Group, 2016), h. 6.
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2.1.3.Metodologi Positivisasi Hukum Islam

Metodologi pembentukan hukum dilakukan dengan mempelajari
fenomena melalui pendekatan interdisipliner dalam suatu hukum yang akan
ditetapkan, bahkan juga disarankan melakukan pendekatan holistik.
Pendekatan ini memaparkan kebutuhan material dan spiritual manusia,
interaksi antara manusia, serta interaksi manusia dengan alam semesta.’?
Menurut Juhaya S. Pradja bahwa proses dari syariah ke tasyri hingga ke
kodifikasi mesti dilakukan secara berkesinambungan, terencana, dan
bertahap.>® Sehingga dapat dikatakan bahwa metodologi kodifikikasi hukum
Islam dapat dilakukan dengan pendekatan yang beragam berdasarkan pada
fenomena dan sejarah wilayahnya, termasuk kodifikasi dalam bidang
ekonomi syariah juga memiliki bagian diskurus pembahasan yang juga
memiliki metodologi dalam penyusunanya sesuai dengan fenomena dan latar
belakang sejarah daerah.

Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara republik, Syamsul
Anwar menawarkan sebuah metode dengan dua tahapan dalam proses
kodifikasi yaitu tahapan hermeneutis dan tahapan politis.’** Pada tahapan
pertama yakni hermeneutis, yang perlu dilakukan pertama kali adalah
mengklasifikasikan hukum atau syariat. Islam ke dalam tiga poin, yaitu: 1).
Bagian hukum yang sangat erat kaitannya dengan agama, atau
pemberlakuannya sangat khas bagi orang-orang Islam, seperti hukum
keluarga, dimana hal tersebut sudah merupakan peraturan-peraturan konkret.
2). Bagian hukum yang agak erat kaitannya dengan agama, seperti hukum
mu'amalat, dimana sebagian merupakan peraturan (norma) konkret dan
sebagian yang lain masih merupakan asas-asas umum yang bisa ditafsirkan.

3). Bagian hukum yang sangat renggang kaitannya dengan agama seperti

52 M. Umer Chapra, Islamic and Economic Challenge, (Jeddah: Islamic Foundation,
1996), h. 115

53 Juhaya S. Pradja, Syariat Islam Revitalisasi Psychological Effect Hukum Islam Dalam
Kerangka Sistem Hukum Nasional Indonesia, Makalah, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati,
2005), h. 2.

3% M. Rusydi, Formalisasi Hukum Ekonomi Islam: Peluang dan Tantangan Menyikapi
UU No. 3 Tahun 2006, Journal: Al-Mawarid, Ed. XVII, (Palembang: IAIN Raden Fatah, 2007), h.
7.
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hukum tata negara, di mana syariat yang mengatur persoalan ini pada
umumnya hanya berupa nilai-nilai filosofis saja, atau yang paling jauh hanya
sampai pada asas-asas umumnya saja.>> Tahapan kedua yaitu politis
dilakukan melalui badan legislatif (DPR), maka wakil-wakil rakyat terutama
dari partai politik berbasis massa Islam diharapkan berperan maksimal
dalam tahapan ini.

Langkah berikutnya, upaya pembaharuan hukum pertama dilakukan
dalam usaha pembentukan hukum nasional adalah melalui proses perundang-
undangan (legislation). Selanjutnya, pada tahap penerapannya perlu diperkuat
melalui putusan-putusan pengadilan. Oleh karena itu, pembaharuan hukum di
bidang teknik perancangan peraturan perundang-undangan (legislative
drafting) menjadi krusial untuk diperbaharui. Adapun teknik perancangan
qanun yang telah disahkan oleh Pemda Aceh sebagaimana yang tertulis dalam

Qanun Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun.

2.1.4. Jenis Positivisasi Hukum Islam

Merujuk kepada ungkapan Syamsul Anwar tentang tahapan dalam
proses peng-qanun-an. Maka kodifikasi juga dapat dibagikan menjadi tiga
jenis: 1) kodifikasi hukum yang sangat erat kaitannya dengan agama, 2)
kodifikasi hukum yang agak erat kaitannya dengan agama, dan 3) kodifikasi
hukum yang renggang kaitannya dengan agama.

Berdasarkan jenis pertama tentang bagian kodifikasi hukum yang
sangat erat kaitannya dengan agama, atau pemberlakuannya sangat khas bagi
orang-orang Islam sudah merupakan peraturan-peraturan konkret. Salah
satunya adalah al-Fatawa al-Hindiyyah yang disusun oleh para ulama India
yang disusun sebagai undang-undang yang berkaitan tentang ibadah,

sanksi (‘ugitbah), dakwaan, dan vonis.’® Dan sebagaimana ganun-qanun Aceh

55 Hermeneutiks memperhatikan dialektika antara teks dengan konteks, antara nas dengan
realitas, atau antara yang normatif dengan yang historis. Paul Ricouer, Hermeneutics and Human
Sciences, (New York: Cambridge University Press, 1981), h. 76.

% Manna’ al-Qattan, Al-Tasyri’ wa al-Figh fi al-Islam Tarikhan wa Manhajan, (t.tp:
Maktabah Wahbah, 1422 H), h. 404.
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yang sangat erat hubungannya dengan agama dan sudah diakui dalam tata
hukum di Indonesia, di antaranya qanun tentang hukum jinayat dan qanun
tentang pokok-pokok syariat Islam.

Berdasarkan jenis kedua tentang bagian kodifikasi hukum yang agak
erat kaitannya dengan agama, seperti hukum muamalat, di mana sebagian
merupakan peraturan (norma) konkret dan sebagian yang lain masih
merupakan asas-asas umum yang bisa ditafsirkan. Sebagaiman Majallah al-
Ahkam al-’Adliyyah yang mengatur bidang muamalat dan tidak mengatur
masalah-masalah keperdataan lainnya seperti hukum keluarga, masalah
ibadah dan hukum pidana, sehingga hanya merupakan undang-undang khusus
perdata bukan undang-undang yang dapat mengatur umat secara umum dalam
bidang-bidang yang lain.®’

Begitu juga yang telah dilakukan oleh Akademi Penelitian Islam
(Mujamma’ al-Buhiith al-Islamiyyah) di Mesir yang telah menyelesaikan
sebuah proyek kodifikasi hukum dalam bidang muamalat.’® Dan setiap yang
diputuskan konstitusi harus merujuk kepada hukum Islam sebagai dasar
legalisasi.” Selanjutnya Republik Arab Mesir, melalui komite yang disiapkan
oleh Dr. Soufi Abu Taleb, mantan ketua Majelis Rakyat Mesir, menyiapkan
tiga rancangan undang-undang yang berkaitan dengan jenis kedua ini yaitu:
1) RUU Transaksi Sipil, 2) Rancangan KUHP, 3) Rancangan UU
Perdagangan.

Berdasarkan jenis ketiga tentang bagian kodifikasi hukum yang
sangat renggang kaitannya dengan agama (‘ibadah mahdah) seperti hukum
tata negara, di mana syariat yang mengatur persoalan ini pada umumnya
hanya berupa nilai-nilai filosofis saja, atau yang paling jauh hanya sampai
pada asas-asas umumnya. Sebagaimana yang telah pernah dibuat dan

diberlakukan pada masa Dinasti Turki Usmani, yakni pada masa Sultan

57 Subhi Mahmasani, Al-Awda' al-Tasyri'tyyah fi al-Dawlah al-‘Arabiyyah: Madiha wa
Hadiriha.., h. 197,

8 Wahbah al-Zuhayli, Juhiid Tagnin al-Figh al-Islamt.., h. 32

% Muhammad ‘Abdul Latif ‘Abdul ‘Ati, Tagnin al-Ahkam al-Syar’iyyah Dariirah
‘Asriyyah, (Uni Emirat Arab: Uni Emirat Arab University, 2013), h. 76

60 Muhammad ‘Abdul Jawad, Al-Buhiith fi al-Syari’ah al-Islamiyyah wa al-Qaniin.., h. 24
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Sulaiman (1520-1560 M) di mana diberlakukan qanun (Qanun Name) sebagai
hukum resmi secara lengkap tentang gaji tentara, polisi rakyat yang bukan
Muslim, urusan kepolisian dan hukum pidana, hukum pertanahan dan
hukum perang.®!

Begitu juga Republik Arab Mesir, melalui komite yang disiapkan
oleh Soufi Abu Taleb, mantan ketua Majelis Rakyat Mesir, juga menyusun
tiga rancangan undang-undang yang berkaitan dengan jenis ketiga ini yaitu:
1) Rancangan UU Litigasi (Bill of Litigation), 2) Rancangan UU Pembuktian
(Bill of Evidence), 3) Hukum Perdagangan Maritim. Kemudian Uni Emirat
Arab juga dapat dijadikan sebagai contoh yang telah merancang undang-
undang (fagnin) tentang transaksi sipil yang mulai efektif diterapkan pada

tanggal 29 Maret 1986 M.%?

2.1.2.Sejarah Formalisasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Sebelum Indonesia merkeda, pada era kerajaan-kerajaan Islam di
Nusantara bahwa peradilan agama sudah hadir secara formal. Ada yang
bernama peradilan penghulu seperti di Jawa, Mahkamah syar’iyah di
kesultanan Islam di Sumatera dan peradilan qadiy di kesultanan Banjar dan
Pontianak. Namun, belum pernah disusun kitab hukum positif yang
sistematik, maka hukum yang diterapkan ditarik dari kandungan doktrin
fiqih.

Pada masa penjajahan Belanda, Veerenigde Oostindische Compagnie
(VOC) memerintahkan D.W. Freijer untuk menyusun hukum yang kemudian
dikenal dengan Compendium Freijer pada tahun 1760. Compendium ini
dijadikan rujukan hukum dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di
kalangan masyarakat Islam di daerah yang dikuasai VOC, namun hanya

sedikit materinya yang merujuk kepada hukum Islam.%

61 Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, (Bandung: Nuansa, 2010), h. 18-19.

2 Wahbah al-Zuhayli, Juhiid Tagnin al-Figh al-Islami.., h. 32.

% Supomo dan Djoko Sutowo, Sejarah Politik Hukum Adat 1609 — 1848, (Jakarta:
Djambatan 1955), h. 26
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Upaya untuk melenyapkan peran hukum Islam pun terjadi hingga
ditetapkan dalam Staatsblad No. 116 Tahun 1937. Aturan ini merupakan hasil
usaha komisi Ter Haar, yang di dalamnya memuat rekomendasi: (1) Hukum
kewarisan Islam belum diterima oleh masyarakat sepenuhnya. (2) Mencabut
wewenang Peradilan (raad) Agama untuk mengadili perkara kewarisan, dan
wewenang ini dialihkan kepada Landraad. (3) Pengadilan Agama
ditempatkan di bawah pengawasan Landraad. (4) Putusan Pengadilan Agama
tidak dapat dilaksanakan tanpa executoir verklaring dari ketua Landraad.%

Setelah Indonesia merdeka, seluruh peraturan pemerintahan Belanda
yang berdasarkan teori receptie tidak diberlakukan lagi karena dianggap
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.%° Melalui UUD
1945, Negara Kesatatuan Republik IndSonesia (NKRI) menyatakan diri
sebagai negara hukum. Sebelum UUD 1945 dimandemen, pencantuman
Indonesia sebagai negara hukum dijumpai dalam bagian penjelasan yang
menyatakan: “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum
(rechtsstaat).” “Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) tidak
berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat)”. Setelah UUD NKRI Tahun
1945 diamandemen, pernyataan Indonesia sebagai negara hukum termaktub
dalam BAB I Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: ‘“Negara Indonesia adalah
negara hukum”.%

Menurut Erly Ernawati kaedah-kaedah hukum termasuk ekonomi
secara umum terbagi dalam dua kategori besar yaitu kaedah hukum yang
bersifat administratif dan kaedah hukum yang bersifat substantif atau
materiel. Kaedah hukum ekonomi yang bersifat administratif berupa
ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara mengenai aspek-aspek

prosedural dari aktivitas dan transaksi ekonomi. Kaedah hukum yang bersifat

% M. Yahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan
Abstraksi Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem
Hukum Nasional, (Jakarta: Logos, 1999), h. 27.

% Tchtijanto, Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, (Bandung:
Rosdakarya, 1991), h. 128.

% Penjelasan UUD 1945 (setelah amandemen) Pasal 1 ayat (3); “Indonesia ialah negara
yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)”
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administrasi ini dibuat oleh pihak eksekutif dan mempunyai kekuatan
memaksa yang levelnya berada di bawah undang-undang.

Kaedah hukum ekonomi yang bersifat administratif dapat ditemukan
dalam beberapa peraturan pemerintah seperti PP No. 13 Tahun 1987 tentang
izin Usaha Industri. Sedangkan kaedah hukum ekonomi yang bersifat
materiel adalah segala ketentuan hukum yang dibuat oleh pihak legislatif,
eksekutif dan legislatif, baik dibuat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri
mengenai aspek materiel dari aktivitas dan transaksi ekonomi. Kaedah hukum
ekonomi yang bersifat materil ini ada yang bersifat memaksa dan ada yang
bersifat mengatur. Contohnya: UUD, UU, Ketetapan MPR dan Putusan
Hakim.®’

Perekonomian Syariah di Indonesia mulai mendapat perlindungan
secara hukum postif setelah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
direvisi menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Karena peradilan agama dianggap
telah tertinggal dari perkembangan kebutuhan hukum yang ada, sehingga
dibutuhkan untuk memperluas kewenangan bagi peradilan agama. Akhirnya,
pengadilan agama tidak lagi hanya berwenang menangani perkara di bidang
perkawinan, waris, wasiat, hibah, wagaf dan shadagah saja, melainkan juga
berwenang mengani perkara di bidang pengangkatan anak (adopsi), sengketa
zakat, infaq, hak milik keperdataan antara sesama Muslim dan yang paling
signifikan adalah perkara ekonomi syariah.

Dalam rangka mendukung perluasan kewenangan Peradilan Agama
maka Mahkamah Agung menetapkan beberapa kebijakan. Pertama,
perbaikan sarana prasarana Peradilan Agama. Kedua, berkaitan dengan
penguatan SDM Penegak Hukum di Peradilan Agama. Ketiga, membentuk
hukum formil dan juga materil sebagai pedoman bagi aparat Peradilan Agama
dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ekonomi syariah. Dan

yang terakhir membenahi sistem prosedural berperkara agar perkara ekonomi

7 Erly Ernawati, Sistem dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi, (Bandung: Universitas
Padjadjaran, 1995), h. 194-197.
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syariah dapat dilaksanakan dengan cepat ringan dan biaya murah. Pada tahun
1991, diterbitkanlah Kompilasi Hukum Islam (KHI), meski tidak terbentuk
undang-undang, melainkan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991.
Kompilasi ini sangat membantu para hakim dalam memutuskan perkara,
terutama di Peradilan Agama, dalam bidang ekonomi Syariah di Indonesia
pengaturannya diupayakan melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta

fatwa-fatwa tentang ekonomi Syariah.

2.2. Konsep Jinayah Dalam Islam
2.2.2. Pengertian Jinayah
Secara etimologis Jinayah artinya perbuatan dosa, perbuatan salah
atau jahat.%® Ibn Madzur dalam Lisan al-Arab mendefinisikan Jinayah adalah
perbuatan Dosa, Perbuatan Kejahatan, dan perbuata manusia yang diwajibkan
atas perbuatan tersebut al- ‘Ugubah (hukuman), atau Qishas (Balasan).®
Selain kata Jinayah para Fugaha' juga sering menggunakan kata Jarimah
untuk mengungkapkan makna Jinayah.” Dan tidaklah hukuman yang
diterima seorang Janni (pelaku jinayah) dapat diwakilkan atau dialihkan
kepada orang lain, penetapat tersebut berdasarkan hadits sebagai berikut:
s o 35 0y el oWy e e o AU
Artinya: “Tidaklah seseorang melakukan pelanggaran kecuali kepada
dirinya sendiri, dan tidaklah orang tua melakukan pelanggaran
sedang dosanya ditanggung anaknya, dan tidak pula seorang

anak melakukan pelanggaran dan dosanya ditanggung kedua
orang tuanya’’!

Dari uraian di atas, dapat kita lihat pengertian Jinayah dari segi

bahasa yaitu perbuatan dosa, atau kejahatan yang datang dari perbuatan

% Abu Malik Kamil Ibn Sayid Salim, Shahih Figh as-Sunnah wa Adalatihi wa Taudhihi
Madzahib al-A’immah, Juz 1V. (Cairo : Maktabah at-Taufiqiyyah, 2003), h. 191.

% Jamaluddin Bin Mukrim Ibn Mandzur, Lisan al-'Arab, Jilid. 11, (Beirut: Dar as-Shadir,
tt), h. 392-394.

70 Abdul Qadir Audah, Tasyri® al-Jana'I al-Islamy Mugaranan bi al-Qanun al-Wadh ',
(Beirut : Dar al-Katib al-"Araby, tt), h. 67.

"l Hadits riwayat at-Tirmidzi dalam Jami' as-Shohih No. 2159 dalam Kitab al-Fitan,
serta diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam sunannya No. 3055 dalam Kitab al-Manasik, serta
diriwayatkan al-Baihaqi dalam Sunan al-Kubri no. 15899 dalam Kitab al-Jarah.
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manusia yang diwajibkan atas perbuatan tersebut sebuah hukuman.
Sedangkan secara terminologi menurut al-'Aini Jinayah adalah kata yang
digunakan untuk menunjuk suatu perbuatan yang diharamkan syara’, baik
perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta
benda.” Selain pendapat tersebut, terdapat juga pendapat dari empat madzhab
yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia.

Ulama Hanafiyah”® dan Hanabilah” (para Pengikut Madzhab Imam
Hambali) bersepakat pada pengertian Jinayah sebagai perbuatan yang
mengenai badan yang atasnya diwajibkan Qishas ataupun denda. Begitu juga
perbuatan yang merugikan secara materil yang atasnya diwajibkan hukuman.

Menurut ulama Malikiyyah jinayah adalah perbuatan seseorang baik
pada diri sendiri ataupun yang lainnya yang atas perbuatan tersebut dapat
membahayakan pada keadaan seseorang ataupun harta benda.”

Menurut Ulama'Syafi'iyah jinayah adalah sesuat yang mendatangkan
kejelekan baik kepada badan, harta benda, lingkungan, maupun keturunan.’®

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan terdapat dua pendapat atas
istilah Jinayah. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mempersempit wilayah
cakupan Jinayah hanya pada Badan dan Harta Benda, sedankan Ulama
Malikiyah dan Syafi‘iyah memperluas cakupannya pada lingkungan, dan
nasab. Namun telah masyhur pada tradisi para Ahli Figih bahwa jinayah
dihususkan hanya pada tindakan yang mendatangkan pengaruh pada badan

71

saja.”’ Dan kemudian dibagi menjadi dua macam, yaitu Jinayah yang

berhubungan dengan jiwa dan tidak berhubungan dengan jiwa.”® Sedangkan

2 Mahmud bin Ahmad al-"Aini, al-Binayah fi as-Syarh al-Hidayah, Jilid X. (Beirut : Dar

al-Fikr, 1401 H/ 1981 M), h. 3.

73 Muhammad bin Husain ath-Thuri, Takmilah al-Bahr ar-Raig, Jilid VIIIL. (Beirut: Dar

al-Ma'rifah, 1993 M), h. 326.

4 Abdullah Bin Ahmad Ibn Qudamah, al-Mughni, Jilid I1X. (Beirut: Dar al-Fikr, 1992 M),

h. 319.

75> Muhammad bin Muhammad al-Khithab, Mawahib al-Jalil, Jilid 6. (Beirut: Dar al-Fikr,

1992 M), h. 277.

76 Ahmad al-Barlisy al-Qalyuby, Hasyiyah ‘Amirah “ala Syarh al-Jalal al-Mahally “ala

Minhaj ath-Tholibin, Jilid IV. (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 95.

"7 Yahya bin Syarif an-Nawawi, Raudhah ath-Thalibin, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Kutub

al-"Ilmiyah, 1988 M), h. 3.

8 Ibid.
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perbuatan yang dapat mendatangkan kerugian pada harta benda seperti
Ghasab, pencurian (Saraqah), dan khianat atau yang lainnya bukanlah
termasuk pada wilayah Jinayah. Seperti yang disampaikan oleh al-Bakri
bahwa Jinayah hanya ketika perkara tersebut berhubungan dengan badan.
Sedangkan yang berhubungan dengan harta benda, Nasab atau yang lain
sebagainya akan kita temukan dalam bahasan kitab al-Hudud.”

Pada dasarnya, pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil
perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan
yang dilarang. Dikalangan fuqaha’, kata jinayah berarti perbuatan perbuatan
yang dilarang menurut syara’. Meskipun demikian, pada umumnya, fuqaha’
menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang
mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan
sebagainya. Selain itu, terdapat foqoha’ yang membeatasi istilah jinayah pada
perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash,
tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta’zir.
Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu
larangan-laragan syara’ yang diancam Allah dengan hukuman had atau

ta’zir.

2.2.2. Pembagian Jinayah

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa asas penyusunan hukum
Fiqih bertujuan utnuk melindungi harta, jiwa, akal, nasab, dan agama yang
kemudian kelima asas tersebut disebut dengan Magasid as-Syari’ah atau
Maslahah al-Mu tabarah. Hal tersebut berarti pada penyusunan hukum fiqih
bertujuan untuk pemeliharaan terhadap jiwa (a/-Muhafadzah ‘ala an-Nafs),
pemeliharaan atas akal (al-Muhafadzah ‘ala al-'Aql), pemeliharaan atas
keturunana (al-Muhafadzah ‘ala an-Nasl), pemeliharaan atas harta (al-
Muhafadzah “ala al-Mal), dan pemeliharaan atas agama (a/-Muhafadzah “ala

ad-Din). Dan telah disebutkan juga bahwa pada dasarnya tindak Jarimah atau

7 “Ustman bin Muhammad al-Bakry, I'anah at-Thalibin, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, tt),
h. 109.
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Jinayah merupakan tindakan pelanggaran terhadap kemaslahatan yang telah
disepakati tersebut. Atas dasar pelanggaran terhadap Maslahah al-
Mu tabarah tersebut, Abu zahrah membagi Jinayah kedalam lima bagian
yaitu Jinayah atas Jiwa, Jinayah atas Harta, Jinayah atas keturunan, Jinayah
atas Akal, dan Jinayah atas Agama.®

Sedangkan Abu Malik memiliki kecenderungan untuk membagi
Jinayah kedalam tiga pembagian, yaitu:®!

a) Tindak pidana atas jiwa secara mutlak. Masuk dalam bagian ini adalah
tindak pidana yang merusak jiwa, yaitu pembunuhan dengan berbagai
macamnya.

b) Tindak pidana atas selain jiwa secara mutlak. Masuk dalam bagian ini
adalah tindak pidana yang menyentuh anggota tubuh manusia, tetapi
tidak sampai menghilangkan nyawanya, yaitu pemukulan dan pelukaan
(penganiayaan).

¢) Tindak pidana atas jiwa disatu sisi dan bukan jiwa disisi lain, yakni
tindak pidana atas janin. Disatu sisi janin dianggap jiwa (bernyawa),
tetapi disisi lain ia tidak dianggap sebagai jiwa. Dianggap jiwa karena ia
adalah anak manusia dan tidak dianggap jiwa karena janin belum
berpisah dari ibunya. Dalam hukum konvensional, tindakan ini disebut
sebagai aborsi.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa kebanyakan ahli figih
membagi jinayah atas dasar pelanggarannya terhadap badan ataupun jiwa.
Sehingga tidak jarang ketika kita mengkaji kitab-itab fiqih klasik akan kita
jumpai pembagian jinayah hanya berkutat pada pembunuhan ataupun

pencederaan. Seperti yang di sampaikan al-Malibari dalam Fath al-Mu'innya

80 Muhammad Abu Zahrah, al-Jarimah wa al-"Uqubah fi Figh al-Islam, (Cairo: Dar al-
Fikr al-" Araby, 1998M), h. 39-40.

81 Abu Malik Kamil Ibn Sayid Salim, Shahih Figh as-Sunnah wa Adalatihi wa Taudhihi
Madzahib al-A’immabh.., h. 191.
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bahwa Jinayah adalah pembunuhan dan pencederaan (al-Qath').’? Lebih

lanjut lagi al-Bigha membagi pembunuhan menjadi tiga bagian, yaitu®® :

a)

b)

Tindak pembunuhan murni (uas<ll 22ll) adalah tindak pembunuhan yang
murni dan disengaja oleh pelakunya, sehingga hukuman yang diterimanya
adalah hukuman yang maksimal dengan ancaman maksimalnya hukuman
mati, atau dimaafkan dengan keharusan membayar Diyat (denda) yang
berat (Mughaladhoh).
Tindak pembunuhan karena murni ketidaksengajaan (u=sll Uadll) yaitu
pembunuhan yang tanpa didasari kesengajaan mutlak, misal seorang yang
melemparkan sesuatu namun mengenai seseorang yang mengakibatkannya
terbunuh. Maka bagi pelaku tidak dikenakan hukuman maksimal, dan
cukup dikenai Diyat yang ringan (Mukhafafah) dan diperbolehkan untuk
dicicil selama tiga tahun.
Berdasarkan kesengajaan untuk melukai, namun berakibat pada
pembunuhan (aall 2esll) yaitu perbuatan yang tidak didasari niat
membunuh, namun pada kenyataannya si korban menjadi terbunuh, misal
seorang yang melakukan pukulan dengan tanpa didasari niat membunubh,
namun berakibat pada terbununya korban. Maka hukuman bagi pelaku ini
bukan hukuman maksimal, hanya saja diwajibkan baginya Diyat yang
berat (Mughaladhoh).

Seperti yang telah disebut di atas bahwa selain hukuman fisik,

terdapat juga hukuman berupa kompensasi kepada korban atau keluarga

sebagai bentuk denda atas perbuatan sang pelaku. Adapun rincian dari denda

tersebut adalah 3*:

a)

Diyat Mughaladhoh (denda berat), yaitu seratus ekor unta, dengan

perincian: 30 ekor unta betina umur tiga masuk empat tahun, 30 ekor unta

82 Zainuddin bin Abdul "Aziz al-Ma'bari al-Malibari al-Fanani, Fath al-Mu'in bi Syarh

al-Qurrah al-"Aini bi Muhibbah ad-Din, (Beirut : Dar Ibn Hazm, 2004 M), h. 559.

83 Musthafa Dib al-Bigha, at-Tadzhib fi Adalah Matan al-Ghayah wa at-Taqrib, (Beirut :

Dar Ibn Katsir, 1989M), h. 193-196.

8 Musthafa Dib al-Bigha, at-Tadzhib fi Adalah Matan al-Ghayah wa at-Taqrib.., h. 198.



36

betina, umur empat masuk lima tahun, 40 ekor unta betina yang sudah
bunting.

b) Diyat Mukhaffafah (denda ringan), yaitu seratus ekor unta, tetapi dibagi
lima, yaitu 20 ekor unta betina umur tiga tahun, 20 ekor unta jantan umur
dua masuk tiga tahun, 20 ekor unta betina umur tiga masuk empat tahun,
20 ekor unta betina umur empat masuk lima tahun.

c) Jika tidak memiliki unta sebagai alat pembayara denda, maka dapat
dibayarkan denga yang senilai dengan unta. Atau bisa juga diganti dengan
uang senilai 1000 Dinar (terdapat pendapat lain yang mengatakan 12000
Dinar). Jika memang pelanggarannya sedemikian beratnya, maka
ditambahkan lagi sepertiga dari denda awal (100 unta atau uang 1000

dinar).®

2.2.3. Jenis-Jenis "Uqubah Bagi Pelaku Jinayah
Al-Uqubah adalah hukuman yang dibebankan kepada pelaku
kejahatan sebagai konsekuensi atas tindakan kejahatanya agar mendatangkan
efek jerah pada pelakunya. Dalam ilmu figih hukuman yang dibebankan tidak
selamanya selalu berbentuk hukukan Qishas, terdapat juga bentuk-bentuk
hukuman lain yang dibebankan kepada pelaku kejahatan, bentuk-bentuk
hukuman yang biasa dibebankan kepada pelaku Jinayah adalah: Qishas,
Hudud, Diyat, dan Ta'zir.%
a) Hudud
Hudud, bentuk jama’ taksir dari kata Had menurut bahasa ialah:
menahan (menghukum), atau membedakan sesuatu dari yang lainnya.’’
Sedangkan dari segi istilahnya menurut Abdul Qadir al-Audah Hudud
adalah perbutan kejahatan yang hukumnya adalah hak Allah Ta’ala. oleh

8 Yang dimaksud dengan pelanggaran yang lebih berat adalah ketika pelanggaran
tersebut memenuhi salah satu atau bahkan ketiga keadaan berikut : pembunuhan yang dilakukan di
tanah Haram, pembunuhan yang diakukan di bulan-bulan yang diharamkan, serta pembunuhan
yang tanpa belas kasihan seperti mutilasi. Lihat Musthafa Dib al-Bigha.., h. 199.

8 Abdul Qadir Audah, Tasyri* al-Jana'l al-Islamy Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh ..,
h. 78.

87 Abu Malik Kamil Ibn Sayid Salim, Shahih Figh as-Sunnah wa Adalatihi wa Taudhihi
Madzahib al-A’immah.., h.4.
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karna itu,tidak boleh seorangpun mengurugginya atau menghilangkannya
dalam keputusan hukum.®® Senadah dengan pendapat tersebut, Abu Malik
juga memberikan definisi dari hudud dengan hukuman yang telah ditetapkan
oleh hukum Syara’, dan bentuk hukuman yang telah ditentukan leh Allah
SWT untuk menghapus dosanya.®® Adapun bentuk-bentuk kejahatan yang
atasnya dikenakan hukuman Hudud, diantaranya sebagai berikut: %

1) Melakukan perbuatan perzinaan (al-Zina)

Para ahli Figih bersepakat untuk membagi Zina menjadi dua seperti
yang diterangkan oleh al-Bigha dalam kitab Tadzhibnya, yaitu:’! Zina
Muhshan (bagi pelaku yang telah terikat perkawinan), dan Zina Ghairu
Muhshan (bagi pelaku yang belum terikat perkawinan). Serta terdapat
perbedaan perlakuan hukum atas keduanya, bagi pelaku Zina Muhshan,
maka hukumannya adalah Rajam (dilempari batu sampai meninggal),
sedangkan bagi pelaku Zina Ghairu Muhshan, maka hukumannya adalah
dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun di seuatu
tempat dengan jarak diperbolehkannya untuk shalat Qashar.

2) Menuduh zina (Qadhaf) Had yang dibebankan pada pelaku Qadhaf
adalah 80 kali cambukan. hukum 80 kali cambukan bagi pelaku Qadhaf

berdasarkan ayat:

e >

;fif::-\l’@.fz :\;Je:f::- )i | S VJ
SO0y 1 s &35 LSS U Bd e il 5,006

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-
baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat
orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu)
delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima

h. 79.

88 Abdul Qadir Audah, Tasyri’ al-Jana'l al-Islamy Mugaranan bi al-Qanun al-Wadh i ..,

8 Abu Malik Kamil Ibn Sayid Salim, Shahih Figh as-Sunnah wa Adalatihi wa Taudhihi

Madzahib al-A’immabh.., h. 4

h. 79.

207.

% Abdul Qadir Audah, Tasyri' al-Jana'l al-Islamy Mugaranan bi al-Qanun al-Wadh i” ..,

1 Musthafa Dib al-Bigha, at-Tadzhib fi Adalah Matan al-Ghayah wa at-Taqrib.., h. 205-
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kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah
orang-orang yang fasik.”(Q.S. An-Nur: 4)
3) Minum minuman keras (as-Syarb) had yang dibebankan pada

pelaku minum minuman keras adalah cambuk sebanyak 40 kali.

4) Pencurian (as-Saragah) dalam kitab-kitab fiqih disebutkan bahwa
hukuman bagi seorang Sarig (pencuri) adalah dipotong tangannya.
Pemberian hukuman potong tangan bagi pencuri berdasarkan pada

ayat berikut:

. .

Lo or e ST m e eae Z B0 7 2l M 6 e s, 6 e
WSS US55 Uaganiings! 1 sabo 306 33, LTy 3,LJT
oS e ATy AT
Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi
apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.
Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. al-

Maidah: 38)
Namun ketentuan tersebut baru akan dijatuhkan ketika

memenuhi beberapa kriteria berikut:*?
a. Pelaku adalah seorang Baligh yang berakal.
b. Harta yang dicuri telah mencapai nishab yaitu seperempat dinar.”
c. Harta yang dicuri adalah harta yang disimpan.®*
d. Harta yang dicuri bukanlah harta milik pencuri.
e. Harta yang dicuri bukan harta subhat.
5) Penyerangan atau penyergapan dengan menggunakan senjata (al-
Harabah
Dalam kitab Tadzhib, al-Harabah disebut juga denga al/-Qath’

ath-Tharig (perampokan atau pembegalan) dengan hukuman yang

2 Ibid, h.213-214.

93 Seperempat dinar setara dengan 3 dinar. Penetapan batas nishab untuk dikenakannya
potong tangan bagi pencuri berdasarkan pada Hadits dari Siti “Aisyah yang diriwayat al-Bukhari
no. 6407, serta riwayat Muslim no. 1684, dengan redaksi sebgai berikut : g5 & ¥} (3 il & ol ¥

leliad JUs (fidaklah dipotong tangan seorang pencuri kecuali dalam seperempat dinar atau
lebih).

%% Yang dimaksud harta yang disimpan adalah harta benda yang memang disembunyikan
oleh pemiliknya, semisal di dalam lemari penyimpanan.
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berbeda-beda yang bergantung pada apa yang dihasilkan dari perbuatan
pelaku, adapun pembagiannya sebagai berikut: *

a. Jika pelaku membunuh tanpa mengambil harta dari korban, maka
hukumannya adalah dibunuh.

b. Jika pembunuh membunuh dan mengambil harta korban, maka
hukumannya adalah dibunuh dengan cara disalib.

c. Jika pelaku merampas harta korban tanpa membunuhnya, maka
hukamnnya adalah dipotong tangan dan kakinya dengan cara
persilangan (misal dipotong tangan kanan dan kaki kiri, atau
sebaliknya

d. Jika pelaku tidak membunuh dan tidak mengambil hartanya, maka
hukuman yang dibebankan adalah dengan Ta'zir atau dipenjarakan.

6) Keluar dari agama Islam (ar-Riddah) hukuman bagi pelaku Riddah
adalah dibunuh, jika memang dia tidak mau bertobat.”
7) Pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah (al-Baghyu)
hukuman bagi pelaku pemberontakan adalah dibunuh.
b) Qishas dan Diyat
Secara harfiah, Qishas artinya memotong atau membalas. Qishas
yang dimkasud dalam hukum jinayah adalah pembalasan setimpal yang
dikenakan kepada pelaku pidana sebagi sanksi atas perbuatannya.
Sedangkan diyat berarti denda dalam bentuk benda atau harta berdasarkan
ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban
sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukakannya.’”” Baik Qishas
maupun diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’.
Perbedaanya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah
(masyarakat), sedangkan Qishas dan diyat adalah hak manusia (individu),

yang berarti bahwa jika didapatkan maaf atau ampunan dari korban ataupun

% Musthafa Dib al-Bigha, at-Tadzhib fi Adalah Matan al-Ghayah wa at-Taqrib.., h. 216.
% Ibid.., h. 223.
97 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika: 2007). h. 11.
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ahli warisnya, maka akan gugur hukuman Qishas tersebut, atau dapat
digantikan dengan diyat.”®

Abdul Qadir al-"Audah berpendapat bahwa hukuman Qishas atau
Diyat dapat dijatuhkan kepada lima tindakan berikut: *
1) Pembunuhan yang disengaja (al-Qatl al-"Amd)
2) Pembunuhan yang menyerupai disengaja (al-Qatl Syibh al-"Amd)
3) Pembunuhan karena kecelakaan atau kesalahan (a/-Qatl al-Khatha")
4) Penganiyaan dengan disengaja (al-Jinayah ‘ala ma Duna an-Nafs

"‘Amdan) seperti tindak pencederaan ataupun pemukulan.
5) Penganiyaan dengan tidak disengaja (al-Jinayah ‘ala ma Duna an-Nafs
Khata an).

¢) Ta’zir

Pengertian ta’zir menurut bahasa ialah ta’dib atau memberi
pelajaran.!” Secara Istilah, Ta'zir berarti pada hukuman yang diberikan
kepada pelaku kejahatan yang tidak termasuk pada Had ataupu Qishas,
seperti pencurian yang tidak sampai pada batas Nishab, ataupun
bersenggama dengan perempuan lain tanpa mengguakan farji, atau berbuka
di siang hari pada bulan ramadhan.!®' Penerapan hukuman Ta'zir berbeda
dengan penerapan Had dan Qishas karena pada hukuman Ta'zir tidak ada
ketentuan hukum Syara® yang mengaturnya, berbeda dengan Had dan
Qishas yang memang terdapat ketentuan Syara’ dalam pelaksanaan
hukumannya. Sehingga pelaksanaan hukuman Ta'zir menjadi wewenang

sepenuhnya seorang Hakim atau Qadhi.!??

2.3. Konsep Ekonomi Syariah
2.3.1. Pengertian Ekonomi Syariah

% Abdul Qadir Audah, Tasyri al-Jana 'l al-Islamy Muqgaranan bi al-Qanun al-Wadh i ..,
h. 79.

% Ibid.

190 7pid.., h. 80.

101 Abu Malik Kamil Ibn Sayid Salim, Shahih Figh as-Sunnah wa Adalatihi wa Taudhihi
Madzahib al-A’immah.., h.180

192 Ibid.
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Menurut bahasa, ekonomi syariah terdiri dari dua kata yaitu ekonomi
dan syariah. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari
aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan
konsumsi terhadap barang dan jasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
Ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian
barang-barang serta kekayaan terkait dengan keuangan, perindustrian dan
perdagangan.

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang digunakan untuk
menegakkan ekonomi syariah makro dan ekonomi syariah mikro. Mengkaji
ekonomi syari’ah makro adalah mengkaji ekonomi masyarakat secara
menyeluruh bukan individu atau perusahaan. Sedangkan membicarakan
ekonomi syari’ah mikro adalah membahas hanya dari sisi hubungan kontrak
antara debitur dan kreditur.'*

Selanjutnya yang dimaksud dengan istilah ekonomi syari’ah adalah
perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah
yang meliputi bank syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi
syari’ah, reasuransi syari’ah, reksadana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat
berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan
syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah dan

bisnis syari’ah.!%

2.3.2. Pilar Ekonomi Syariah

Dalam berbagai ayat, sejak awal Allah SWT tidak hanya
memerintahkan kita mendirikan shalat dan berpuasa saja. Tetapi juga mencari
nafkah secara halal. Proses dalam memenuhi kebutuhan hidup inilah yang
pada akhirnya menghasilkan kegiatan ekonomi seperti jual beli, produksi,
termasuk bagaimana cara membantu menanggulangi kemiskinan didalam
masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Dalam pandangan

tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar trustee (pemegang

103 Edy Sismarwoto, Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari’ah, (Semarang: Pustaka Magister,
2009), h. 1.
104 Ibid, h.2.
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amanah). Oleh sebab itu, manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam
segala aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi.

Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu
aspek akidah (tauhid), hukum (syari’ah), dan akhlak. Ekonomi Islam dalam
dimensi akidahnya mencakup atas dua hal yaitu:

1) Pemahaman ekonomi Islam yang bersifat Rabbaniyah;
2) Pemahaman ekonomi Islam yang bersifat ilahiyyah.'®®

Secara garis besar, menurut Abd. Shomad prinsip-prinsip ekonomi
Islam yaitu dapat dibagi beberapa sebagai berikut:

a. Dalam ekonomi Islam, segala jenis sumber daya dipandang sebagai
pemberian yang dititipkan Allah kepada manusia. Manusia sebagai
khalifah di dunia harus memanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin
dalam memproduksi suatu barang guna memenuhi kesejahteraan secara
bersama-sama di dunia, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.
Dimana kegiatan tersebut akan dipertanggung jawabkan di akhirat”
nanti.

b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu,
termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama,
kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat.Kedua,
Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh dengan cara yang
tidak baik, yaitu melanggar syariah apalagi kegitan tersebut memberi
dampak kerugian kepada masyarakat.

c. Kekuatan penggerak utama dalam ekonomi Islam yaitu kerja sama
seorang muslim dan harus tetap berpegang teguh pada tuntutan Allah
SWT sesuai dengan Al-qur’an, Hadits dan lain-lain.

d. Kepemilikan pribadi harus berperan sebagai kapital produksi yang
nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem
ekonomi Islam menolak adanya akumulasi kekayaan yang dikuasai

hanya dari beberapa orang saja.

105 Mustafa Edwin Nasutian dkk, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam Cetakan Ke 2, (
Jakarta: Kencana, 2007), h. 12.
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e. Islam memberikan jaminan kepemilikan bagi masyarakat serta
penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.

f. Islam melarang perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak
adil, dan semua diskriminasi dan penindasan. Dikarenakan setiap
muslim harus beriman kepada Allah yang diharuskan setiap kegiatan
sesuai syari’at.

g. Jika kekayaan yang dimilki seorang muslim telah melebihi batas
tertentu (nisab) maka diwajibkan atasnya untuk mengeluarkan zakat.

h. Islam melarang setiap pengembalian pinjaman disertai bunga (riba)
baik yang diberikan dari teman, perusahaan, perorangan, pemerintah

maupun individual lainnya.!%

2.3.3.Sistem Ekonomi Syari’ah
Sistem ekonomi Syariah yang dilandasi dan bersumber pada ketentuan
al-Quran dan Sunnah berisi tentang nilai persaudaraan, rasa cinta,
penghargaan kepada waktu, dan kerbersamaan. Adapun sistem ekonomi
Syariah meliputi antara lain :
1. Mengakui hak milik individu sepanjang tidak merugikan masyarakat
2. Individu mempunyai perbedaan yang dapat dikembangkan berdasarkan
potensi masing-masing.
3. Adanya jaminan sosial dari Negara untuk masyarakat terutama dalam
pemenuhan kebutuhan pokok manusia
4. Mencegah konsentrasi kekayaan pada sekolompok kecil orang yang
memiliki kekuasaan lebih.
5. Melarang praktek penimbunan barang sehingga mengganggu distribusi

dan stabilitas harga.'”’

2.3.4. Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi

196 Abd. Shomad, Hukum Islam..., h. 76-77.
197 Gita Danupranata, Ekonomi Islam, Cetakan Pertama (Yogyakarta : UPFEUMY, 2006)
h. 26-27.
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Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni: tauhid (keimanan), ‘ad!
(keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma’ad (hasil).
Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi
Islam.!®® Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem,
akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa
memberi dampak pada kehidupan ekonomi. Karena itu, dari kelima nilai-
nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-
ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islami. Ketiga prinsip derivatif itu adalah
multitype ownership, freedom to act, dan social justice.

Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas,
dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep Akhlak.
Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam
dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia.
Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam
melakukan aktivitasnya. Nilai-nilai Tauhid (keesaan Tuhan), ‘adl
(keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah), dan ma’ad (hasil)
menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam :

a) Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia
menyaksikan bahwa tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan
tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah karena
Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya,
termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu,
Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki
untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia,
tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah beribadah, dan
karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan
sumber daya serta manusia (mu’amalah) dibingkai dengan hubungan dengan

Allah, karena kepada-Nya manusia mempertanggungjawabkan segala

108 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami (Jakarta: 111 T, 2002), h. 17.
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perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.!?’
b) ‘Adl

Allah sebagai pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya
adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya
secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara
hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya
diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat
daripadanya secara adail dan baik. Dalam banyak ayat, Allah
memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil
sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi.

Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak
dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang
lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam
berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain,
sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing beruasaha
mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya
karena kerakusannya.

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan
antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan
kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha
untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan nafas dalam menciptakan
pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada
orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.'!?

c) Nubuwwah

Terdapat sifat Rahim dalam kebijaksanaan Allah, manusia tidak
dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu
diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah
kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan

mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu

109 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), h. 14-15.
110 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), h. 16.
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Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus
diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat.

Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang
terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi
Muhammad SAW. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani
oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada
khususnya adalah Sidiq (jujur), amanah (tanggung jawab), fathonah
(intelektualitas) dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran
d) Khalifah

Dalam al-Quran Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk
menjadi khalifah dibumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur
bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Ini
berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga,
pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip
kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi
utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok
termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat
dihilangkan, atau dikurangi.!!!

Dalam Islam pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi
sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk
menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari’ah, dan untuk
memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini
dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syari’ah untuk memajukan
kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa,
akal, kehormatan, dan kekayaan manusia.

Status khalifah atau pengemban amanat Allah itu berlaku umum bagi
semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu
sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan itu. Namun tidak berarti bahwa
umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan

keuntungan dari alam semesta itu. Mereka memiliki kesamaan hanya dalam

M Jpid.., h. 20-21.
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hal kesempatan, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai
dengan kemampuannya. Individu-individu diciptakan oleh Allah dengan
kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara instinktif diperintahh
untuk hidup bersama, bekerja bersama, dan saling memaafkan keterampilan
mereka masing-masing. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Islam
memberikan superioritas (kelebihan) kepada majikan terhadap pekerjaannya
dalam kaitannya dengan harga dirinya sebagai manusia atau dengan statusnya
dalam hukum. Hanya saja pada saat tertentu seseorang menjadi majikan dan
pada saat lain menjadi pekerja.!'> Pada saat lain situasinya bisa
berbalik, mantan majikan bisa menjadi pekerja dan sebagainya dan hal serupa
juga bisa diterapkan terhadap budak dan majikan.

e) Ma’ad

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara
harfiah ma’ad berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah.
Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam
akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat
dapat dirumuskan sebagai: Dunia adalah ladang akhirat”. Artinya dunia
adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh),
namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu Allah melarang
manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebaba jika dibandingkan dengan
kesenangan akhira, kesenangan dunia tidaklah seberapa.

Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai
manusia. Pembedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras,
kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban-
kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang
dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam
struktur sosial. Berdasarkan hal inilah beberapa perbedaan muncul antara
orang-orang dewasa, di satu pihak, dan orang jompo atau remaja di pihak lain

atau antara laki-laki dan perempuan.''® Kapan saja ada perbedaan-

2 1hid.. h. 22.
13 1bid, h. 23.
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perbedaan seperti ini, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka harus

diatur sedemikian rupa, sehingga tercipta keseimbangan.

Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosio-ekonomik sebagai
sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun dengan prinsip
persaudaraan (ukhuwah). Kekuatan ekonomi berbeda dengan kekuatan sosio-
politik, karena adanya fakta bahwa tujuan-tujuan besar dan banyak rinciannya
ditekankan dalam al-Quran dan Sunnah, dank arena dilestarikannya metode-
metode yang digunakan oleh umat Muslim untuk menetapkan hukum
mengenai hal-hal rinci yang tidak ditentukan sebelumnya dinilai sebagai
kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan.

Kehidupan adalah proses dinamis menuju peningkatan. Ajaran Islam
memandang kehidupan manusia didunia ini seolah berpacu dengan waktu.
Umur manusia sangat terbatas dan banyak sekali peningkatan yang harus
dicapai dengan rentan waktu yang sangat terbatas ini. kebaikan dan
kesempurnaan merupakan tujuan dalam proses ini. Nabi SAW pernah
menyuruh seorang penggalian kubur untuk memperbaiki lubang yang dangkal
disuatu kuburan meskipun hanya permukaannya saja. Beliau menetapkan
aturan bahwa Allah menyukai orang yang bila dia melakukan suatu
pekerjaan, maka ia harus melakukannya dengan cara yang sangat baik.

Selain pemaparan di atas, prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi
Islam mencakup antara lain, yaitu:

a. Landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang khusunya
dalam dunia perekonomian adalah Iman, menegakkan akal pada landasan
Iman, bukan iman yang harus didasarkan pada akal/pikiran. Jangan
biarkan akal/pikiran terlepas dari landasan Iman. Dengan demikian prinsip
utama ekonomi Islam itu bertolak kepada kepercayaan/keyakinan bahwa
aktifitas ekonomi yang kita lakukan itu bersumber dari syari’ah Allah dan
bertujuan akhir untuk Allah.

b. Prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur. Tujuan
ekonomi Islam menciptakan manusia yang aman dan sejahtera. Ekonomi

Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dan saling tolong
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menolong. Islam menganjurkan kasih saying antar sesama manusia
terutama pada anak yatim, fakir miskin, dan kaum lemabh.

c. Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja
adalah sebagai ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak
manusia untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera dan makmur
di bumi ini.

d. Prinsip keadilan sosial dalam distribusi hak milik seseorang, juga
merupakan asas tatanan ekonomi Islam. Penghasilan dan kekayaan yang
dimiliki seseorang dalam ekonomi Islam bukanlah hak milik nutlak,
tetapi sebagian hak masyarakat, yaitu antara lain dalam bentuk zakat,
shadaqah, infaq dan sebagainya.

e. Prinsip jaminan sosial yang menjamin kekayaan masyarakat Muslim

dengan landasan tegaknya keadilan.'!*

114 Muh. Said, Pengantar Ekonomi Islam dasar-dasar dan pengembangan, (Pekan baru :
Suska Press, 2008), h. 5-11.
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BAB III
METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan
ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik
praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena penelitian
dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Penelitian ini sangat terencana
dikarenakan penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dan
dana serta aksesibilitas terhadap lokasi dan data.!!®

Penelitian sebagai suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis,
berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan
jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah. Intinya,
memberikan yang dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk membuat suatu
keputusan. Masukan tersebut merupakan hasil penelahaan dan analisis data yang

dibuat secara seksama. Ditambahkannya pula bahwa data dapat berupa angka atau

teks, baik kuantitatif maupun kualitatif. ''®

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal
dari bahasa inggris yaitu research yang berasal dari kata re (kembali) search
(mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan
sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa
keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam
menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari
rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara
ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang

menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul

115 J R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya(Jakarta:
Grasindo, 2010), h. 5.
167pid,. h. 5-6.
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atau terjadi pada objek penelitian.!'” Menurut Soerjono Soekanto bahwa
penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan
konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan
bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi
keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.!!8
Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, adapun pendekatan
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum
Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka atau data sekunder.'' Penelitian hukum normatif disebut juga
penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum
normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-
prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum
yang dihadapi.'?® Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan
sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan atau hukum
dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku

manusia yang dianggap pantas.'?!

3.2. Sumber Data Penelitian

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder
merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh
pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah
untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau
landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah.'?> Data
sekunder dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok, diantaranya sebagai

berikut:

117 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2007), h. 27-28.

18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), h. 3.

19 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

120 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 35.

12l Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2006), h. 118.

122 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 20-
22.
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a) Data sekunder yang bersifat pribadi, contohnya adalah dokumen pribadi atau
data pribadi yang disimpan dilembaga dimana seseorang bekerja atau pernah”
bekerja.

b) Data sekunder yang bersifat publik, contohnya adalah data arsip, data resmi
instansi pemerintah, atau data lain yang dipublikasikan.'?’

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa
undang-undang, yakni: Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun
Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan Qanun
Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi
kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian.

¢) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan
penelitian ini diataranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum,dan Kamus

Besar Bahasa Indonesia.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian tesis
ini adalah studi dokumen. Menurut I Made Pasek Diantha menjelaskan bahwa:
studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian
ilmu hukum, baik dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif maupun
dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris, karena meskipun aspeknya

berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari

123 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat.., h. 31.
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premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan
dengan permasalahan penelitian.'?*

Dokumen-dokumen dalam penelitian tesis ini yang tercantum dalam
Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum
yang termuat dalam media massa, buku-buku hukum (7ext Book), jurnal-jurnal

hukum, literatur-literatur, yang berhubungan dengan urgensi Qanun Jinayat dalam

bidang ekonomi Syariah.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam tesis ini adalah
menggunakan metode analisis isi (Content Analysis). Menurut Weber yang
dikutip Lexy J. Moleong dalam bukunya menjelaskan bahwa: content analysis
adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik
kesimpulan yang shahih dari sebuah dokumen. Sedangkan menurut Hostli bahwa
content analysis adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan
melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara
objektif” dan sistematis.'?®

Disamping itu dengan cara analisis isi dapat dibandingkan antara satu
buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan
perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut
dalam mencapai sasaran sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau
sekelompok masyarakat tertentu. Kemudian data kualitatif tekstual yang
diperoleh dikategorikan dengan memilah data tersebut. Sebagai syarat yang
dikemukakan oleh tentang content analysis yaitu objektif, sistematis dan

general.!%6

1241bid, h.192.

125Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetke-16 (Jakarta: PT. Remaja
Rosdakarya, 2002 ), h. 163.

126Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi ke-11, Cet.ke-7 (Yogyakarta:
Rake Sarasin, 1996), h. 69.
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Selanjutnya penulis juga menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu
dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis. Dengan menggunakan kedua
cara secara bersama-sama maka diharapkan objek dapat diberikan makna secara
maksimal.'?” Teknik deskriptif analitik ini penulis gunakan untuk mengungkapkan
relevansi konsep yang terdapat dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang
Pokok-Pokok Syariat Islam dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang
Lembaga Keuangan Syariah dengan urgensi pembentukan Qanun Jinayat dalam

bidang ekonomi syariah.

3.5. Panduan Penulisan
Dalam penulisan tesis ini penulis berpedoman pada buku Panduan
Penulisan Tesis yang diterbitkan oleh Pascasarjana Program Magister Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Tahun 2018.

127 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial
Humaniora Pada Umumnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 336.



BAB IV
ANALISIS URGENSI QANUN JINAYAT DALAM BIDANG EKONOMI
SYARIAH DI ACEH

4.1. Asas Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Urgensi Pembentukan Qanun
Jinayat Dalam Bidang Ekonomi Syariah Di Aceh

Pemberlakuan Qanun di Aceh yang bernuansa Islami sebagaimana yang
sudah diakui dalam tata hukum di Indonesia'?® sebagai sub sistem hukum nasional
hanya dapat berlaku setelah melalui proses legislasi dalam bentuk Qanun Aceh
sehingga menjadi hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan.'?
Ghani Abdullah mengemukakan bahwa pemberlakuan hukum Islam di Indonesia
akan mendapat tempat secara konstitusional jika berdasar pada tiga alasan, yaitu:
alasan filosofis, yuridis, sosiologis.!** Menurut Soerjono Soekanto bahwa tiga hal
tersebut mempengaruhi terhadap tolak ukur dapat diberlakukannya hukum yang
kemudian disebut dengan gelding theorie.'3! Hal ini senada dengan ketentuan
Pasal 12 ayat (2) Naskah akademik/kajian akademik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sekurang-kurangnya memuat dasar Islami'*?, filosofis, yuridis, sosiologis,
pokok dan lingkup materi yang diatur.'

Secara filosofis, yuridis dan soisologis eksistensi hukum Islam di Aceh
baik dalam bidang ekonomi maupun jinayat, telah ada sebelum Indonesia
merdeka. Hal ini dapat dibuktikan melalui catatan sejarah bahwa kerajaan-

kerajaan Islam Aceh telah memiliki institusi hukum untuk mengadili sengketa

128 Najih, M., & Soimin, Pengantar hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum &
Politik Hukum Indonesia, (Malang: Setara Press, 2012), h. 71.

129 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 125 ayat (3).

130 Abdul Ghani Abdullah, Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan
Studi Hukum Islam di Indonesia, dalam Mimbar Hukum No. 1 tahun V, (Jakarta: al-Hikmah &
Ditbinpera Islam Depag RI, 1994), h. 94-106.

131 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, (Bandung: Bina Cipta,1987), h. 29

132 “Dasar Islami” berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pembuatan Qanun dalam penelitian ini sudah terangkum dalam penyebutan syariah yaitu hukum
ekonomi syariah.

133 “pokok dan lingkup materi yang akan diatur” berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun
2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun dalam penelitian ini adalah segala akad dalam aktivitas
ekonomi yang berbasis lembaga seperti lembaga keuangan perbankan maupun bukan perbankan
dan yang tidak berbasis lembaga seperti pasar tradisional dan pasar modern.
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ekonomi dan jinayat bahkan telah terbentuk lembaga peradilan.!** Sebagaimana
dalam buku Adat Aceh yang menceritakan pada masa kerajaan Aceh Darussalam
masyarakatnya telah membudayakan aktivitas ekonomi yang bernilai Islam Pada
berdjual beli di Atjeh pernah djuga dahulu diikat perdjandjian, misalnja kalau
dalam tempo tiga hari terhitung mulai dari hari berdjual-beli, tidak ada
bantahan, maka perdjualan berlaku terus yang merupakan ketentuan hak khiyar
dalam jual beli yang Islami.'*® Dan dalam ketentuan peminjaman disebutkan
bahwa: seseorang jang memindjamkan padi atau beras, harus dibajar kembali
dengan barang itu djuga terketjuali ada diperbuat suatu perdjandjian lain. Dalam
hal inipun tidak dibenarkan orang makan riba.*® Begitu juga dengan transakasi
lain seperti pergadaian, kepemilikan dan lainnya dalam ekonomi.

Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan merupakan pertimbangan atau alasan perlunya aturan
tentang sesuatu hal diatur. Seperti, urgensi tentang dikeluarkannya aspek
jinayat dalam bidang ekonomi syariah di Aceh yang harus ada dengan
memperhatikan: (1) pandangan hidup dan kesadaran dan cita hukum yang
bersumber pada Pancasila dan Pembukaan UUD NRI tahun 1945, UU No. 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang
Pokok-Pokok Syariat Islam, Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga
Keuangan Syariah (2) memperhatikan pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat
dan negara terkait dengan perkembangan fakta empiris mengenai hukum pidana
nasional, serta (3) memperhatikan aturan-aturan yang telah ada sehingga akan

berdampak pada substansi atau materi yang akan diatur.

4.1.1. Asas Filosofis
Filosofis adalah sebuah pandangan umum dan mendalam tentang hidup

yang dijalani manusia. Berbicara mengenai filosofis, sering difahami sebagai

134 R. Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, Cet. 3, (Jakarta Pusat: Pradnya
Paramita, 1978), h.10.

135 Moehammad Hoesin, Adat Aceh, (Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudajaan Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh, 1970). h. 167.

136 Moehammad Hoesin, Adat Aceh..., h. 168
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filsafat karena antara keduanya memiliki makna yang berkaitan. Dalam
pemahaman yang demikian, filosofis ditangkap sebagai sesuatu yang abstrak.'>’
Karena filsafat adalah kegiatan berfikir yang bersifat terbuka, toleran dan bukan
kepercayaan atau dogmatika, sehingga filsafat secara praktikal tidak akan
menyebabkan kekakuan.!*® Maka filosofis legislasi hukum adalah sebuah
pandangan umum dan mendalam tentang fenomena hukum di tengah masyarakat.
Sedangkan filsafat pembentukan hukum merupakan ilmu yang mempelajari
legislasi hukum dan mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut
hakikat.!3

Filosofis yang berasal dari hukum Islam merupakan setiap kaidah, asas
(mabda’) atau aturan-aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat

40

Islam yang bersumber dari al-Quran, Hadis, pendapat Sahabat, Tabi’in'* atau

suatu pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam atau
pada suatu bidang-bidang masyarakat Islam seperti bidang ekonomi.'*!

Figh mu’amalah yang diidentikkan dengan hukum ekonomi dalam Islam,
mencakup semua pemahaman terhadap akad ekonomi Islami secara menyeluruh.

Karena ekonomi Islam tidak membatasi diri dari berbagai penamaan akad tertentu,

sebagaimana dalam ga idah al-usiliyah tentang mu’amalah yaitu:

A 3 0 e i LY Al 3 LY
Artinya: “Sesuatu pada Mu’amalah dibolehkan sehingga menjadi tidal boleh

(haram) jika terdapat dalil yang menunjukkan keharaman tersebut.”

137 Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang, Pengantar ke Filsafat Hukum,
(Jakarta: Kencana, 2008), h. 3

138 Arief Sidharta, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori
Hukum, dan Filsafat Hukum, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 1

139 Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-Pokok Filafat Hukum: Apa dan Bagaimana
Filsafat Hukum Indonesia), Cet. VI, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 10-11.

140 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Semarang: Pustaka Rizki
Putra, 2013), h. 15

14l M. Dawam Rahardja, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi, (Jakarta: Lembaga
Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 13
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Larangan atau pengharaman dalam bertransaksi ekonomi secara dzalim

dapat dilihat dalam al-Quran pada Surah al-Baqarah ayat 188:

A T Sl % G 10, J@ Ju (._<J b (._Q)' (T 1 IS U
dJuJ c ij/)( u\ J\JU»U\J) (\ Lw}\j.lf ‘//

Artinya: “Dan janganlah (saling) memakan harta di antara kalian dengan (cara
vang) batil dan (jangan pula) membawa (urusan harta) itu kepada

hakim (untuk kalian menangkan) dengan (cara) dosa agar kalian dapat

memakan sebahagian harta orang lain, padahal kalian mengetahui”
(Q.S. al-Bagarah: 188).!4?

Ayat diatas bermakna bahwa janganlah sebagian kamu mengambil harta
orang lain dan menguasainya tanpa hak dan jangan pula menyerahkan urusan
harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan
memperoleh hak sendiri, melainkan untuk mengambil hak orang lain dengan
melakukan dosa dan dalam keadaan mengetahui bahwa sebenarnya seseorang
tersebut tidak berhak.!'*

Kata al-batil merupakan derivasi dari kata al-butlaan yang berarti curang
atau merugikan. Menurut M. Quraish Shihab makna batil dalam ayat ini adalah
segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan
dengan tuntunan ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.

Sebagaimana firman Allah dalam Surah an-Nisa ayat 29:
s 0S5 Of 'Ust@ Jur@ B oSOyl i jif G0 10 20 G,
rﬁ;u\f«b\o\ rﬁ.w\s FEER AR 5eSh B e

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
vang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah
kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu”. (Q.S. an-Nisa: 29).!44

142 Departemen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha
Putra, 1995), h. 647.

143 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 1,
(Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 497.

144 Departemen Agama RI, 4/-Qur’an dan Terjemahnya.., h. 647.
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Ayat diatas merupakan larangan tegas untuk tidak memakan harta orang
lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan
batil dimaknai dengan membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan
harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya seperti memakannya
dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya termasuk juga segala jual beli yang
dilarang oleh syara’'#®

Mustafa al-Maraghi menjelaskan makna kata al-bathil dalam ayat
tersebut berasal dari kata al-bathlu dan buthlan yang bermakna sia-sia dan
kerugian. Sedangkan menurut syara’ adalah mengambil harta tanpa imbalan yang
benar dan layak serta tidak ada keridhaan dari pihak yang diambil atau
menghabiskan harta dengan cara yang tidak benar dan tidak bermanfaat.
Termasuk kategori al-bathil: mengundi nasib, al-ghasy, khida’, riba dan ghabn.
Begitu juga menghabiskan harta pada tempat yang haram, dan menghabiskannya
pada tempat yang tidak bisa diterima oleh logika sehat.!*® Begitu juga pada Surah
al-Ruum ayat 39:

f

EAPP I I ° sz L G V2 F oz sz N ¢ v sz L0 I

052G UT A SEUl AT Sy 0k 88T e 0 e
Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah
pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.
dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk
mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian)itulah orang-

orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S. ar-Rum: 39).'47

Ayat diatas turun di Mekkah yang secara lahiriahnya tidak ada isyarat
yang menunjukkan keharaman riba, tetapi yang ada hanya isyarat bahwa hal
seperti itu tidak diridhai di sisi Allah SWT. Dalam ayat ini Allah SWT

menekankan bahwa riba akan mengurangi rezeki, sebaliknya kedermawanan

justru malah melipatgandakannya.'*

145 Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, Cet. 1, (Jakarta: Kencana,
2000), h. 258.

146 Mustafa al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004), h.
167.

147 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya.., h. 647,

148 Mustafa al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi.., h. 350.
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Ancaman dari Allah SWT terhadap pelaku riba Allah SWT ilustrasikan
dalam surat al-Baqarah ayat 275:
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Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian
itu, adalah  disebabkan mereka berkata (berpendapat),
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang
vang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus
berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya
(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba),
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka,; mereka kekal di
dalamnya.”

Ayat diatas merupakan ayat terakhir tentang riba yang diturunkan kepada
Nabi Muhammad SAW. Ayat tersebut paling sedikit berisi penjelasan tentang tiga
dampak negatif dari riba. Pertama, riba menjadikan pelakunya laksana orang yang
kerasukan setan, sehingga tidak dapat lagi membedakan antara yang hak dengan
yang bathil, seperti tidak dapat membedakan jual-beli yang jelas-jelas halal
dengan riba yang nyata-nyata haram. Kedua, dalam riba terdapat unsur zhulm
(penindasan terhadap orang lain) yang tidak ada pada jual-beli. Karena itu, jual-
beli halal, sementara riba haram dilakukan. Ketiga, pada hari kiamat nanti
pemakan riba akan mendapat siksa yang kekal abadi dalam neraka.'*’ Sedangkan
ketentuan ekonomi dalam Islam secara umum berdasarkan Hadis, diantaranya

sebagai berikut:

149 Muh. Zuhri, Riba Dalam al-Qur’an dan Masalah Perbankan: Sebuah Titikan
Antisipatif, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 86.
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Artinya: “Dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”.
Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau
bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang
diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan
harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang

wanita mu’'min yang suci berbuat zina”.'>°

Sedangkan Imam Malik meriwayatkan sebagaimana terdapat dalam hadis

di bawah 1ni:
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Artinya: “Malik menceritakan kepadaku (bersumber) hadis dari ‘A’la bin

Abdurrahman dan dari ayah serta kakeknya, bahwa Usman bin ‘Affan

memberi modal untuk kerjasama dalam suatu bisnis atas dasar (akad
perjanjian) bahwa keuntungan dibagi diantara keduanya”.

Sedangkan pada hadis berikutnya berbunyi sebagai berikut:

A s g et e 0
Artinya: “(Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hasah'”
dan jual beli al-gharar'>)”.'>*

Berdasarkan dalil-dalil di atas, secara umum sistem ekonomi dalam Islam

merujuk terhadap beberapa prinsip, yaitu:

150 Muhammad bin Isma’1l al-Bukhari, Sahih Bukhdri, (Beirut: Dar al-Fikr ,tt.), no. 6351

151 Malik bin Anas, AI-Muwatta, (Misr: Dar al-Ghad al-Jadid, tt.), no. 1196

152 4l-hasah adalah sebuah akad transaksi perjualan dengan dilemparkan kerikil terhadap
komoditi, maka komoditi yang dikenai kerikil yang dilempar dianggap dibeli. Imam al-Nawawr,
Sahth Muslim bi Syarh Imam al-Nawawi, Juz. X, (Kairo: al-Maktabah al-Misriyyah, 1924), h. 156

153 Gharar adalah akad jual beli terhadap komoditi yang tidak diketahui ciri-ciri secara
jelas atau tidak diketahui apakah dapat diperoleh atau tidak. Syihab al-Din al-Qarafi, Kitab al-
Furiig, Juz. 111, (Kairo: Dar al-Ma'’rifah, tt) h. 265

154 Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), no. 1514
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1) Pelarangan riba,

2) Pelarangan gharar (ketidakpastian),

3) Pelarangan tadlis (penipuan),

4) Pelarangan maysir (spekulasi/judi),

5) Pembatasan aktivitas atau komoditas yang bisa diperdagangkan, seperti
larangan dalam jual beli daging babi, alkohol, senjata dan amunisi, dll,

6) Bersistem profit and loss sharing/bagi hasil.'>

Adiwarman Azwar Karim menjelaskan bahwa para ekonom Muslim
perlu mengembangkan suatu ilmu ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai iman
dan Islam yang tidak hanya dihayati tetapi juga diamalkannya, yaitu hukum
ekonomi syariah. Sebuah sistem ekonomi yang juga menjelaskan segala fenomena
tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi
dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variabel yang independent
berasal dari Allah SWT meliputi batasan-batasan dalam melakukan kegiatan
ekonomi.

Proses integrasi norma dan aturan syariah ke dalam ilmu ekonomi,
disebabkan pandangan bahwa kehidupan di dunia tidak dapat dipisahkan dengan
kehidupan di akhirat. Semuanya harus seimbang karena dunia adalah sawah atau
ladang akhirat.'*® Dan tertib aturan dan hukum ekonomi itu sendiri dapat diartikan
sebagai suatu keadaan dari norma-norma hukum dalam suatu masyarakat yang
tidak saling terisolir. Norma-norma itu berdampingan satu dengan yang lain, dan
bersama-sama membentuk suatu kesatuan.'s’

Berdasarkan uraian di atas, maka asas filosofis pembentukan hukum
jinayat dalam bidang ekonomi Syariah di Aceh diartikan sebagai pandangan
mendalam terhadap legislasi nilai-nilai hukum yang menjadi dasar atau landasan
hukum Islam dalam aktivitas atau transaksi ekonomi manusia khususnya

masyarakat Aceh yang tumbuh sejak zaman dengan nilai-nilai agama Islam. Nilai-

155 Fahriansah, Transaksi Ekonomi Klasik Masyarakat Aceh: Analisis Kelayakan Taqnin
Hukum Ekonomi Syariah, Journal Ihtiyadh, Vol. 1, No. 2, Desember 2017, h. 20

156 Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema
Insani Press, 2003), h. 6

157 Roeslan Saleh, Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional, (Jakarta: CV
Karya Dunia Fikir, 1996), h. 28.
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nilai hukum ini bersifat umum, universal, dan mendasar sehingga walaupun
zaman sudah berganti, maka nilai-nilai ini akan tetap ada dan tidak berubah.!>

Kultur masyarakat Aceh yang sangat religius mengharuskan pemerintah
untuk memikirkan agar terciptanya suasana religius pula dalam kehidupan sehari-
hari di berbagai aspek kehidupan manusia tak terkecuali bidang ekonomi.
Beberapa ayat dan hadis yang telah penulis paparkan diatas merupakan dasar
pijakan bagaimana aktivitas ekonomi harus berjalan sesuai dengan yang
terkandung didalamnya, hal ini menjadi penting mengingat kegiatan ekonomi
yang ribawi terlebih jika kita merujuk pada surat al-Baqarah ayat 275 yang secara
tegas menggambarkan bahwa Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak
dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Hal ini harus dipahami sebagai secara
kontekstual agar seluruh masyarakat Aceh bertransaksi ekonomi secara Syariah
karena ancaman Allah terhadap orang-orang yang masih menjalankan praktik riba
sangat tegas dan keras.

Hal ini yang menjadi pola pikir penulis bahwa pentingnya penerapan
hukuman pada setiap orang yang melanggar prinsip-prinsip syariah dalam
berekonomi, oleh karena itu perlu untuk dirumuskan aturan hukum dalam bentuk
Qanun untuk menjerat para pelaku ekonomi ribawi karena Aceh dengan
keistimewaannya diberikan keleluasaan untuk mengatur hal tersebut sebagaimana
diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam konteks nasional, usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia
harus dilandaskan pada tujuan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia
sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Alinea keempat
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 harus dijadikan tolak ukur untuk pelaksanaan
pembaharuan tersebut. Dengan kata lain pembaharuan hukum pidana harus
menjadi sarana untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

158 Muin Fahmal, Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan
Pemerintahan yang Bersih, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 30-31
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bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum,
keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan
menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan
keseimbangan berdasarkan nilai moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

Setidaknya terdapat dua tujuan yang ingin dicapai dalam pembaharuan
hukum pidana yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam, adalah
pembaharuan hukum pidana dilakukan sebagai sarana untuk perlindungan
masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kedua tujuan tersebut
sebagai batu landasan (acornerstone’) dari hukum pidana dan pembaruan hukum
pidana. Sedangkan tujuan keluar adalah ikut serta menciptakan ketertiban dunia
sehubungan dengan perkembangan kejahatan internasional (international crimes).
Perlindungan masyarakat (social defence) dengan penegakan hukum pidana dan
pembaharuan pidana yang dilaksanakan dengan tujuan:

a) Perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan
membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaan adalah mencegah dan
menanggulangi kejahatan.

b) Perlindungan masyarakat dari sifat jahat seseorang, maka pidana/pemidanaan
dalam hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha
mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum
dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.

c¢) Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak
hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pidana
dirumuskan untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-
wenang di luar hukum.

d) Perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan
berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan

hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak
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pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam
masyarakat. Perlindungan masyarakat dalam hal ini mencakup pula secara
khusus perlindungan korban kejahatan (victim of crime), yang setelah perang
dunia kedua mengemuka. Korban dalam hal ini mencakup pula korban Abuse of
Power, yang harus memperoleh perlindungan berupa access to justice and fair
treatment, restitution, compensation and assistance.

Pentingnya Qanun Jinayat dalam bidang ekonomi Syariah di Aceh secara
filosofis cukup beralasan dimana kultur kehidupan masyarakat Aceh yang sangat
religius sejak dahulu dengan memegang teguh prinsip-prinsip Islam dalam
menjalankan aktivitas sehari-hari tak terkecuali dalam bidang muamalah, dasar
hukum Islam yang melarang aktivitas ekonomi seperti larangan riba, larangan
gharar  (ketidakpastian), larangan Tadlis (penipuan), larangan maysir
(spekulasi/judi), serta pembatasan aktivitas atau komoditas yang bisa
diperdagangkan, seperti larangan dalam jual beli daging babi, alkohol, senjata dan
amunisi, dll, merupakan suatu hal yang wajib ditinggalkan oleh segenap lapisan
masyarakat Aceh. Hal ini penting karena menjadi salah satu hal yang mesti dijaga
karena tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah SWT (maqashid syariah) salah
satunya yaitu menjaga harta (Hifz al-Mal), karena harta yang didapat akan
mendarah daging kepada keturunan (Hifz al-Nasl), akan merusak akal (Hifz al-
Aql), serta pada akhirnya akan ikut berdampak pada merusak agama secara
keseluruhan (Hifz ad-Din).

Oleh karena demikian, penulis berkesimpulan bahwa kebutuhan untuk
terwujudnya tatanan ekonomi Syariah di Aceh yang sesuai dengan prinsip Islam

sudah masuk dalam tingkatan Maslahat Dharuriyat,'’

yaitu sesuatu yang mesti
ada dalam rangka melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata lain bahwa
Dharuriyat adalah kemaslahatan yang tergantung terhadap adanya maslahat
tersebut kehidupan manusia pada agama dan dunianya. Yaitu dengan
perkiraan apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan dunia tidak akan terlaksana

dan menjadi rusak dan binasa, dan di akhirat tidak mendapat kebahagiaan

159 Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Ali ibn Muhammad al-Amidi, al-ikkam fi Ushul al-
Ahkam.., h. 237.
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bahkan akan mendapatkan siksa. Dalam bentuk Dharuriyat ini, ada lima prinsip

yang harus dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

4.1.2. Asas Yuridis

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam
penjelasan Pasal 5 huruf d disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan harus
memenuhi asas dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan
perundang-undangan, harus memiliki dasar filosofis dan sosiologis serta
mempertimbangkan dasar yurudis sehingga aturan tersebut dapat berlaku.'®°

Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk
mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan
mempertimbangkan aturan yang telah ada, guna menjamin kepastian hukum dan
rasa keadilan masyarakat.'®! Adapun kajian yuridis yang relevan dengan
penelitian ini adalah untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi
kekosongan hukum dalam penerapan ekonomi syariah di Aceh dengan
mempertimbangkan aturan hukum yang telah ada guna menjamin kepastian
hukum dalam setiap aktivitas ekonomi yang dapat memberikan rasa keadilan bagi
masyarakat Aceh dan sesuai dengan syariat Islam. Menurut Larry Alexander dan
Emily Sherwin bahwa suatu peraturan harus mencakupi beberapa hal, diantaranya
sebagai berikut:

1. Sebuah aturan yang dibuat harus peka terhadap keberadaan masyarakat dan
menjawab kebutuhan masyarakat, karena tujuan peraturan adalah untuk
menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, sehingga pengakuan
dan kebutuhan masyarakat mampu diakomodir oleh aturan tersebut.

2. Pendekatan positifisme, karena hal tersebut menjadi bahan pertimbangan

untuk dimasukan dalam muatan materi aturan yang akan dibentuk.

10 Edi Pranoto, Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada
Nilai Pancasila Di Era Globalisasi, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15/No. 1/April 2018,
(Semarang: Fakultas Hukum UNTAG, 2018), h. 102

161 Maria Farida Indrati Soeprapto, [lmu Perundang-undangan, Proses dan Teknik
Pembentukannya, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 57
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3. Beralasan eksklusioner, menurut Joseph Raz, aturan hukum dapat dipahami
sebagai alasan untuk bertindak, artinya aturan hukum berfungsi sebagai
perintah kedua yang mengecualikan alasan mengatur perintah pertama proses
pertimbangan moral.

4. Sanksi terhadap pelanggar peraturan memungkinkan untuk mempersempit
kesenjangan bagi yang melanggar” aturan.

5. Bahaya “kecurangan dalam hukum, karena kecurangan tersebut merupakan
salah satu alasan kekhawatiran terjadinya penipuan dalam aturan, hal itu
dapat mempengaruhi kualitas pembahasan pesan moralitas dan hukum.'®?

Adapun aturan hukum yang mendukung untuk pembentukan qanun
jinayat dalam bidang ekonomi syariah di Aceh antara lain adalah Pancasila, UUD

1945, UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 44 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, UU No. 11

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qonun Aceh No. 7 Tahun 2007 Tentang

Tata Cara Pembentukan Qonun, Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang

Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok

Syariat Islam dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan

Syariah.

Pancasila dan UUD 1945 sebagai norman tertinggi dalam sistem hukum

di Indonesia telah mengamanatkan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan

Yang Maha Esa, hal ini disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, kemudian

pada ayat (2) dijelaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu.!®® Dengan demikian maka pengamalan
terhadap sendi-sendi ajaran islam termasuk dalam bidang ekonomi adalah suatu
keniscayaan bagi umat islam terlebih Aceh sebagai daerah yang mempunyai
otonomi kusus sebagaimana dituangkan dalam UU No. 18 Tahun 2001 Tentang

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh dan UU No. 44 Tahun 1999 Tentang

12 Larry Alexander and Emily Sherwin, The Rule of The Rules, Morality, Rules, and the
Dilemmas of Law, (Durham and London: Duke University Press, 2001), hlm. 53-61.
163 UUD Tahun 1945.
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Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, diantaranya
pada Pasal 3 ayat (2) huruf (a) bahwa penyelenggaraan keistimewaan aceh
meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama.'®.

Urgensi positivisasi qunun jinayat dalam bidang ekonomi syariah di Aceh
juga dapat dilihat pada UU No. 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang dicita-citakan oleh
masyarakat aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan
istimewa terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang
memiliki ketahanan dan daya juang tinggi yang bersumber dari pandangan hidup
yang berlandaskan syariat Islam sehingga melahirkan budaya Islam yang kuat.
Penekanan terhadap pentingnya penegakan syariat Islam di Aceh dapat dilihat
pada Pasal 126:

Ayat (1) “setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan
mengamalkan syariat Islam”.

Ayat (2) “setiap orang yang bertempat tinggal di Aceh atau berada di

Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam”.'%

Ketentuan Pasal 126 tersebut sebenarnya dapat dipahami bahwa setiap
individu di aceh tidak mempunyai choice low (pilihan hukum) untuk tidak
mengamalkan syariat Islam dalam semua sendi kehidupan termasuk bidang
ekonomi, terlebih Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten / kota sebagai
penerima Mandatory selaku penanggungjawab atas penyelenggaraan pelaksaan
syari’at Islam di Aceh.!%®.

Meskipun UU No. 11 Tahun 2006 tidak menyebutkan secara eksplisit
tentang keharusan pembentukan qonun jinayat dalam bidang ekonomi syariah,
namun asas-asas yang terkandung dalam UU No. 11 Tahun 2006 diantaranya
adalah asas Islam dan asas kepastian hukum menunjukan tentang pentingnya
pembentukan suatu qonun untuk menunjang pelaksanaan syariat Islam yang

secara rinci diatur dalam Pasal 125 ayat (2) yang meliputi bidang ibadah, ahwal

164 UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi daerah
Istimewa Aceh.

165 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

166 Pasal 127 UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
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al-Syakhshiyah, muamalah, jinayah, tarbiyah, dakwah, syiar dan pembelaan
Islam.'®” Maka positivisasi qonun jinayat dalam bidang ekonomi syariah sangat
relevan dan bersesuaian dengan amanat undang-undang.

Argumentasi yurudis tentang pentingnya ganun jinayat dalam bidang
ekonomi syariah juga dapat dilihat dengan jelas pada Qanun Aceh No. 8 2014
Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam di Aceh yang termaktub pada Pasal 20:

Ayat (1) “setiap orang yang beragama Islam di Aceh harus menjalankan
sesuai dengan tuntunan syariat Islam”.

Ayat (2) “pelaksanaan bidang muamalah berdasarkan prinsip
keterbukaan, kejujuran, keadilan dan ta’awun”.

Ayat (3) “Pelaksanaan bidang muamalah di Aceh bebas dari maisir (judi),
gharar (penipuan), tadlis (samar-samar), spekulasi, monopoli dan
riba” 1%

Dengan demikian maka seharusnya segala aktifitas ekonomi di Aceh
haruslah berjalan sesuai dengan ketentuan syara’, namun senyatanya realitas
sosial menunjukan masih banyak masyarakat yang tidak menaati ketentuan syara’
dalam menjalankan aktifitas ekonomi dan bahkan cenderung terperosok dalam
perbuatan riba, ghrarar, tadlis dan lain sebagainya. Hal ini menurut penulis
disebabkan karena tidak ada aturan yang bersifat memaksa seperti halnya hukum
jinayat.

Selain Qanun No. 8 Tahun 2014, landasan yuridis pentingnya qanun
jinayat dalam bidang ekonomi syariah juga dapat dilihat pada Qanun No. 11
Tahun 2018 Tentang LKS. Sebagai sebuah produk hukum penulis mengapresiasi
dengan terbitnya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang LKS, sehingga qanun
tersebut dapat menjadi landasan yang kuat untuk menerapkan syariat Islam dalam
bidang ekonomi di Aceh. Nilai-nilai yang terkandung dalam Qanun No. 11 Tahun
2018 sesungguhnya syarat dengan nilai-nilai ekonomi Islam, namun karena qanun
tersebut hanya engatur tentang aspek kelembagaan dan tidak memuat suatu

ketentuan pidana, sehingga implementasi dari qanun tersbut menurut penulis

167 Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
168 Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat islam
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belum sempurna, hal itu dapat dilihat dari praktik Lembaga Keuangan Syariah
yang belum sepenuhnya menerapkan asas-asas dan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis berkesimpulan, secara yuridis
pembuktian terhadap gelding theorie tentag syarat pembentukan peraturan
perundang-undangan telah terpenuhi. Sehingga untuk mengimplementasikan
ekonomi syariah di Aceh secara menyeluruh dapat dibentuk ganun jinayat dalam

bidang ekonomi syariah.

4.1.3. Asas Sosiologis

Problematika hukum untuk manusia mengartikan bahwa hukum itu
memandu dan melayani masyarakat. Sekalipun harus diwaspadai tentang
keleluasaan produk hukum, namun penafsiran dan pembentukan atas hukum
dilakukan sebagai sarana untuk menjamin dan menjaga kebutuhan manusia.'®’

Sebagaimana tujuan utama Allah SWT mensyariatkan hukum adalah
untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan tersebut bersifat dinamis dan
fleksibel. Maksudnya, pertimbangan kemaslahatan tersebut seiring dengan
perkembangan zaman. Maka sebagai konsekuensinya, bisa jadi yang dianggap
maslahat pada masa lalu belum tentu dianggap maslahat pada masa sekarang.'”®

Islam dan hukum Islam di Indonesia sesungguhnya telah merakyat
sebelum Indonesia merdeka. Namun bentuk pemberlakuan hukum Islam pada
masa kerajaan-kerajaan Nusantara dinilai sangat beragam yang dapat
menimbulkan perbedaan dan perdebatan. Azyumardi Azra menyatakan bahwa
setidaknya perdebatan tersebut terjadi berawal dan menyangkut masalah-masalah
tempat asal kedatangan Islam, pembawa dan waktu kedatangannya. Ada beberapa
teori yang berkembang dalam masalah-masalah ini, diantaranya adalah:

Pertama, teori yang menyebutkan bahwa Islam masuk pertama kali ke
Nusantara pada abad ke-12 dari Gujarat dan Malabar, bukan dari Persia atau
Arabia. Teori ini dikembangkan oleh Pijnappel pada tahun 1872 dan didukung

oleh umumnya sarjana-sarjana Belanda, seperti Snouck Hurgronje, Moquette dan

199 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: PT. Kompas Media
Nusantara, 2006), h. 266-267
170 Mahmiid Syaltiit, al-Islam Agidah wa Syari’ah, (Beirut: Dar al-Qalam, 1966), h. 44
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Morisson. Menurut Pijnappel, seperti dikutip oleh Azyumardi, orang-orang Arab
yang bermazhab Syafi'i bermigrasi ke India dan kemudian membawa Islam ke
Nusantara.!”! Sementara Snouck Hurgronje yang mendukung teori ini tidak secara
eksplisit menyebutkan wilayah mana di India yang dianggap sebagai asal
kedatangan Islam. Ia hanya menyebutkan abad ke-12 sebagai waktu yang paling
memungkinkan penyebaran Islam di Indonesia. Sedangkan Morisson menyatakan
bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari pantai
Coromandel (pantai timur India).

Kedua, teori yang dikembangkan oleh Fathimi bahwa Islam datang dari
Bengal. la berargumentasi bahwa kebanyakan orang terkemuka di Pasai adalah
orang-orang Benggali atau keturunan mereka. Islam muncul pertama kali di
semenanjung Malaya pada abad ke-11 M. adalah dari pantai timur, bukan dari
Barat (Malaka), melalui Canton, Phanrang (Vietnam), Leran dan Trengganu.'’?

Ketiga, teori yang menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia
langsung berasal dari Arab, tepatnya Hadhramaut. Teori ini pertama kali
dikemukakan oleh Crawfurd (1820) dan didukung oleh Salomon Keyzer (1859),
Niemann (1861), de Hollander (1861) dan Veth (1878). Crawfurd menyatakan
bahwa Islam yang masuk ke Nusantara berasal langsung dari Arab. Sementara
Keyzer, Niemann dan de Hollander berargumentasi bahwa umat Islam di
Nusantara bermazhab Syafi'i sebagaimana halnya mazhab umat Islam di Mesir
dan Hadhramaut.

Secara implisit, M. Atho Mudzhar juga membela teori Arab dengan
mengemukakan bahwa daerah-daerah kepulauan Melayu telah dikenal akrab oleh
penulis-penulis dan para ahli ilmu bumi Islam klasik. Al-Ya'qubi (w. 377 H/897
M) menulis tentang hubungan antara pelabuhan Kalah (Kedah) di pantai barat
semenanjung Melayu dan Aden di Yaman. Hasan Abu Zayd al-Strafi (w. 304
H/916 M) menyatakan bahwa Kalah merupakan pusat perdagangan rempah-

TV Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad
XVII-XVIII Melacak Akar-akar Pembaruan Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia, (Mizan:
Bandung, 1994), h. 25

172 Azyumardi Azra, Perspekitif Islam di Asia Tenggara, (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 1989), h. 12.
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rempah dan dupa, yang disinggahi oleh kapal-kapal dari Oman. Ibnu al-Faqth (w.
290 H/962 M) menyebut tentang hasil-hasil Kerajaan Sriwijaya (Zabij). Di daerah
ini, orang-orang berbicara dalam bahasa-bahasa Arab, Persia dan Cina. Oleh
karena itu dapat dipahami bahwa hubungan antara orang-orang Indonesia dan
Melayu pada umumnya dengan kaum pelayar Muslim dari Hadhramaut dan Persia
telah terjadi sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi, dan dapat diduga bahwa satu atau
dua orang penduduk pribumi sudah memeluk Islam.!”

Aceh yang telah menerapkan syariat Islam sejak masa kerajaan Aceh
Darussalam hingga saat sekarang pasca damai, kenyataan aktivitas ekonomi yang
meliputi konsumsi, produksi, dan distribusi belum sepenuhnya berjalan sesuai
dengan nilai-nilai syariah. Karena aktivitas ekonomi di Aceh masih terdapat riba,
gharar dan maisir. Hal tersebut terbukti melalui pelaku ekonomi baik rumah
tangga, perusahaan swasta, pemerintah, dan importir-eksportir belum sepenuhnya
melakukan aktivitas ekonomi mereka sesuai dengan nilai-nilai ke-Zs/am-an karena
tindakan seperti investasi bodong dengan nilai mencapai Rp. 164 Miliar
(rupiah),'” praktik rentenir hingga peminjam pindah agama,!”> pemalsuan
dokumentasi pada bank'” dan judi online,’”” masih terjadi di bumi Aceh.

Perilaku bisnis non-syar’i tersebut telah mengakibatkan kinerja
pembangunan ekonomi Aceh jauh berada jika dilihat kembali ke sejarah kerajaan
Aceh Darussalam yang pernah muncul sebagai wilayah yang mempunyai
kekuatan dan kemapanan ekonomi pada abad ke-16.'" Penulis berkeyakinan
bahwa karena pada saat itu kerajaan Aceh sudah mengimplementasi syariat Islam
dalam segala bidang termasuk ekonomi. Untuk itu Aceh memerlukan aturan

dalam pelaksanaan ekonomi melalui merumuskan dan diberlakukan Qanun yang

173 Uka Tjandrasasmita (Ed.), Sejarah Nasional Indonesia III, (Jakarta: PN Balai Pustaka,
1984), him. 122

174 Kasus Investasi Bodong Rp 164 Miliar, Polda Aceh Tetapkan 2 Tersangka |
merdeka.com. (Diakses pada hari Selasa, tgl. 02 Agustus 2022, Pukul: 12.15 WIB)

175https://acehsatu.com/terbuai-janji-manis-rentenir-janda-cantik-dua-anak-di-langsa-rela-
pindah-agama/ (Diakses pada hari Selasa, tgl. 02 Agustus 2022, Pukul: 12.555 WIB)

176 Polisi Selidiki Pemalsuan Dokumen Kredit Bank Aceh - ANTARA News Aceh,
(Diakses pada hari Selasa, tgl. 02 Agustus 2022, Pukul: 13.10 WIB)

177 Polisi ringkus empat bandar chip judi online di Aceh, satu anak-anak - ANTARA
News. (Diakses pada hari Selasa, tgl. 02 Agustus 2022, Pukul: 13.30 WIB)

178 https://aceh.tribunnews.com/2016/06/28/menuju-ekonomi-aceh-berbasis-syariah
(Diakses pada hari Selasa, tgl. 02 Agustus 2022, Pukul: 13.45 WIB).
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mengatur aspek jinayat dalam operasionalisasi ekonomi Syariah sebagai daya
paksa kepada masyarakat agar menjalankan kegiatan ekonomi dengan prinsip
syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Karena, perilaku hukum masyarakat Aceh tidak dapat dipisahkan dari
hukum Islam. Ajaran Islam sudah menjadi prinsip yang dipegang teguh dalam
pergaulan di masyarakat sejak masa-masa kerajaan Islam di Aceh, sebagaimana
yang tercermin dalam hadih maja: Adat ngon hukom lagee zat ngon sifeut, yang
bermakna bahwa adat dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin
dipisahkan. Sedangkan pemerintah telah memberikan wewenang untuk mengatur
muamalah UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 125.

Oleh karena itulah, dalam rangka pengamalan ajaran Islam secara kaffah
(sempurna), legislasi hukum Islam Aceh diletakkan dalam rangka kebutuhan umat
Islam itu sendiri. Oleh sebab itu hukum harus benar-benar dijalankan secara
konsisten, karena dianggap sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam yang kaffah
sekalipun dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Bahkan secara teori
penerimaan otoritas hukum bahwa hukum Islam menegaskan setiap orang dan
siapa pun yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim, dengan
mengucap dua kalimat syahadat, maka terikat untuk tunduk kepada hukum dan
ajaran Islam.!”

Hakikat perundang-undangan bertujuan untuk menjalankan suatu hukum
yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan N.J. Coulson
yang menyatakan bahwa hukum senantiasa hidup dan berkembang sejalan dengan
laju perkembangan suatu masyarakat.'®® Maka aktivitas ekonomi bagi masyarakat
Aceh merupakan cerminan dari pengamalan agama Islam. Terlebih lagi pengaruh
perkembangan teknologi dan ekonomi global, telah membawa pengaruh yang
tidak hanya bersifat positif namun juga negatif terhadap beberapa kegiatan
ekonomi masyarakat Aceh seperti pembiayaan online secara riba, praktik rentenir

yang menjamur membuat keberadaan Qanun Jinayat dalam bidang ekonomi

179 Abdul Gafur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang NO. 3
Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan), (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 45.

180 Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia dari Konservatif
menuju Konfigurasi Demokrasi-Responsif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 1.
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Syariah sangat penting untuk menuntun aktivitas ekonomi berbasis syariah yang
merupakan bentuk pengamalan ajaran Islam serta memberikan efek jera lewat
hukuman-hukuman yang diberikan.

Sejak berlakunya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga
Keuangan Syariah maka semua lembaga keuangan baik berupa bank atau bukan
bank harus berprinsip syariah. Tujuan utama Qanun tersebut adalah untuk
melegatimasi operasional LKS secara prinsip syariah dalam rangaka mewujudkan
perekonomian yang Islami di Aceh serta mengatur pertumbuhan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Aceh secara syariah.

Secara sosiologis, pembaharuan hukum dilakukan karena adanya
kehendak untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sudah
diupayakan sejak lama. Kebutuhan ini didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan
dari suatu bangsa (latency) yang merdeka dan berdaulat. Terlebih lagi bagi negara
yang permah mengalami masa penjajahan dan saat ini masih mewarisi sistem
hukum dari negara yang menjajahnya, baik melalui asas konkordansi,
jurisprudensi dan doktrin yang ditanamkan oleh penjajah  yang pada
perkembangan selanjutnya tidak banyak dipahami oleh generasi baru dari negara
tersebut. Pembaharuan  hukum  bagi negara tersebut mutlak untuk
dilakukan sehingga terwujud hukum pidana nasional.

Pembaruan hukum pidana yang komprehensif, di dalamnya mengatur
keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan negara dengan
kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan
korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian
hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam
masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, dan antara hak asasi manusia
dan kewajiban asasi manusia, menjadi hal yang harus sesegera mungkin
diwujudkan.

Hal tersebut merupakan keinginan untuk mewujudkan misi meninggalkan
warisan hukum masa lalu, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum
pidana, dan adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum

yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan
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hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma
yang hidup dan berkembangan dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia
dan dunia internasional, sekaligus sebagai refleksi kedaulatan nasional yang
bertanggungjawab (privilege, control and responsibility).

Dalam Islam, apabila manusia melakukan perbuatan baik, maka ia akan
mendapatkan pahala, dan sebaliknya apabila melakukan perbuatan tidak baik,
maka akan mendapatkan dosa. Secara umum, tujuan syara’ menetapkan hukum
adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia
maupun kemaslahatan di akhirat. Menurut Abdul Kadir Awdah, hukuman (a/-
‘uqubah) merupakan pembalasan (al-jaza’) atas pelanggaran perintah syara’ yang
bertujuan untuk menjaga kemaslahatan. Sementara, maksud ditetapkannya
hukuman atas pelanggaran perintah syara’ adalah untuk kemaslahatan manusia,
menjauhkan mereka dari kebodohan, mengeluarkan mereka dari segala kegelapan,
menjerakan mereka perbuatan dari maksiat, dan memotivasi mereka untuk taat
kepada Allah.'8!

Oleh karena dengan melihat berbagai perkembangan aktivitas ekonomi di
masyarakat yang mengarah pada semakin terang benderangnya kasus-kasus
pelanggaran seperti judi online, riba dan praktik rentenir yang kian marak,
penipuan serta gharar sebagaimana beberapa contoh yang telah penulis paparkan
diatas maka aspek pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran tersebut sudah harus
diberikan hukuman, karena ketiadaan hukuman yang mengatur pelanggaran
terhadap aktivitas tersebut terutama praktik riba membuat pemangku kebijakan
mengeluarkan berbagai macam himbauan bahkan menerbitkan surat edaran yang
secara hukum tidak memiliki kekuatan eksekusi di lapangan.

Untuk menerapkan jinayat terhadap pelanggaran-pelanggaran praktik
ekonomi Syariah diatas serta dalam bidang muamalah lainnya, setidaknya bisa
diberikan dengan berbagai macam pendekatan tidak harus serta merta dengan
hukuman kurungan namun bisa dengan berbagai pendekatan sebagaimana tujuan

pemidanaan dalam Islam yaitu seperti pembalasan (al/-Jaza’), pencegahan (az-

181 Abdul Kadir Awdah, at-Tasyri’ al-Jinai al-Islam: Mugaranan bi al-Qanun al-Wad'i..,
h. 70.
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Zajr), pemulihan atau perbaikan (al-Islah), restorasi (al-Isti’adah), penebusan
dosa (at-Takfir).

Pencegahan (az-Zajr) penting dilakukan oleh institusi pemerintahan
dengan berbagai macam pendekatan, pemulihan atau perbaikan (al-Islah) bisa
diatur dalam Qanun Jinayat ke depan dengan memberikan sanksi administratif
atau sanksi sosial, hal ini juga yang telah diakomodir dalam RUU KUHP agar
hukuman tidak harus dengan kurungan, sementara restorasi (al-Isti’adah) adalah
sebagai sebuah metode untuk merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-
pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh
tindak pidana tersebut, hal ini dilakukan dalam perkara pelanggaran ekonomi

Syariah yang melibatkan dua pihak.

4.2. Urgensi Positivisasi Qanun Jinayat Di Bidang Ekonomi Syariah Dalam
Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014.

Tonggak perdamaian yang diperoleh Aceh 17 tahun silam secara yuridis
dikeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
yang mana didalamnya ikut mengatur tentang penerapan syariat Islam di Aceh
sekaligus sebagai landasan yuridis lahirnya Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014
Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam hal ini secara ekplisit tercantum Pada Pasal
125 UU No. 11 Tahun 2006.'8?

Dalam ketentuan umum butir 15 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Syariat Islam adalah tuntunan dan
aturan hukum Islam dalam semua aspek kehidupan, sehingga bunyi Pasal tersebut
inheren dengan bunyi Pasal 125 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006, yang

menyebutkan bagian dari Syariat Islam adalah bidang muamalah (hukum perdata)

182 Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 “(1) Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh
meliputi aqidah, syariah dan akhlak. (2) Syariat Islam yang dimaksud pada ayat (1) meliputi
ibadah, ahwal al-Syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayat (hukum
pidana) gadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.(3)
ketentuan lebih lanjut mengenai syariat Islam sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Qanun Aceh”.
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dan dijelaskan kembali dalam ketentuan umum butir 20 Qanun Aceh No. 8 Tahun
2014 bahwa yang dimaksud bidang muamalah adalah:

“Ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang kebendaan dan hak-hak
atas benda, serta tata hubungan manusia dengan alam lingkungan dan
tata hubungan manusia dengan manusia dalam masalah jual beli, sewa
menyewa, pinjam meminjam, transaksi (ijab qabul), perserikatan dan
segala jenis usaha perekonomian.

Tujuan penerapan syariat Islam di Aceh disebutkan dalam Pasal 3:

Ayat (1): “Pelaksanaan Syariat Islam yang diatur dalam Qanun ini,
bertujuan menerapkan Syariat Islam secara menyeluruh,

Ayat (2) Penerapan Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bermaksud melindungi agama, jiwa, harta, akal, kehormatan, harkat,
nasab, masyarakat dan lingkungan hidup”.

Sedangkan penanggung jawab dalam pelaksanaan syariat Islam diatur
dalam Pasal 5 bahwa: Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan Syariat Islam. Dengan
demikian maka sesungguhnya Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 sudah cukup untuk
dijadikan landasan yuridis dalam penegakan syariat Islam pada semua sendi
kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam bidang muamalat Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-
Pokok Syariat Islam juga telah memuat ketentuan tentang kewajiban masyarakat
Aceh untuk bertransaksi sesuai dengan ketentuan syariah, sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 20:

Ayat (1): “Setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh harus
menjalankan Muamalah sesuai dengan tuntunan Syariat Islam;

Ayat (2) Pelaksanaan bidang Muamalah di Aceh berdasarkan prinsip
keterbukaan, kejujuran, keadilan dan ta’awun (kerjasama);

Ayat (3) Pelaksanaan bidang Muamalah di Aceh bebas dari maisir (judi),
gharar (penipuan), tadlis (samar-samar), spekulasi, monopoli dan
riba”.

Maka jika melihat ketentuan Pasal 20 di atas seharusnya sudah tidak ada
ruang bagi masyarakat untuk melakukan aktiftas ekonomi yang tidak sesuai

dengan syariat, namun kenyataannya pelanggaran terhadap ketentuan syariah

dalam aktifitas ekonomi masih sering ditemukan.
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Penyimpangan terhadap ketentuan syara’ dalam bidang ekomoni sangat
beragam, mulai dari yang paling mendasar yaitu banyaknya aktivitas riba, dengan
maraknya rentenir yang secara terang-terangan melakukan aktifitas bahkan hal
tersebut sudah menjadi perhatian banyak pihak misalnya Walikota Langsa
mengeluarkan Surat Edaran Nomor 450/1505/2020 Tentang Anti Rentenir.!s?
Surat Edaran tersebut diterbitkan untuk merespon maraknya rentenir di Kota
Langsa bahkan menyebabkan satu warga Kota Langsa yang murtad karena
berhubungan dengan rentenir.!®* Pelanggaran terhadap ketentuan syariat dalam
bidang ekonomi juga sering terjadi pada transaksi lain misalnya akad gala (gadai)
yang mengandung riba, pengembalian uang sisa pembelian dengan permen dan
pembulatan uang sisa pembelian ke nominal uang tertentu tanpa kesepakatan
pembeli, maraknya tengkulak di pasar tradisional, perselisihan dalam pembagian
hasil mawah dan lain sebagainya.'®®

Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam juga
menyebutkan eksistensi Baitul Mal di Aceh, hal ini disebutkan dalam Pasal 22
dengan kewenangan yang tercantum dalam ayat (2) yaitu berkewajiban
melakukan pengelolaan zakat, infak, shadaqah, wakaf, dan lain-lain harta agama.
Kemudian dalam Pasal 22 ayat (2) di atas yang dimaksud dengan lain-lain harta
agama adalah:

“Sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infak,
sedekah, waqaf, wasiat, warisan, amanah, hibah, harta sitaan negara dan
lain-lain menurut ketentuan syariat yang dikelola atau menjadi hak badan

Baitul Mal.”
Terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Baitul Mal tersebut Penulis
ingin mengaris bawahi pada pengertian lain-lain harta agama yang di dalamnya
terdapat harta sitaan negara. Benda sitaan atau harta sitaan Negara salah satunya

bersumber dari Barang Bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan

jarimah atau hasil dari perbuatan jarimah. Terhadap ketentuan barang bukti

183 Surat Edaran Walikota Langsa Nomor 450/1505/2020 Tentang Anti Rentenir.

184 Berita yang dimuat pada media massa dialeksis.com pada laman
https://dialeksis.com/indepth/warga-aceh-pindah-agama-apa-ada-yang-salah/

185 Fahriansah, Disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (2021), “Urgensi
Tagnin Hukum Ekonomi Syariah di Aceh.
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tersebut di atur dalam Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang
Hukum Acara Jinayat Jo. Pasal” 46 KUHAP

“Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan
dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam
putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk
negara, atau dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat

dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai

barang bukti dalam perkara lain” .'%

“Ketentuan tersebut mengandung abstraksi hukum bahwa hakim
berwenang mengembalikan barang bukti kepada yang berhak atau dirampas untuk
Negara, dimusnahkan, dirusakkan atau dipergunakan untuk perkara lain. Dalam
hal hakim memutuskan barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis dirampas
untuk Negara maka sesungguhnya hal ini akan menambah eksistensi Baitul Mal di
Aceh, karena salah satu kewenangan baitul mal adalah menyimpan barang sitaan
hal ini ditegaskan pada Pasal 50 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 yaitu
Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara atau
Baitul Mal Kabupaten/Kota. Sehingga jelaslah dengan memasukan pelanggaran
aktiftas ekonomi kedalam salah satu jarimah, selain bertujuan untuk menegakkan
syariat Islam itu sendiri namun juga dapat menambah eksistensi Baitul Mal yang
secara ekplisit disebutkan dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014.

Pada dasarnya tujuan penerapan syariat Islam di Aceh sebagaimana
disebutkan dalam Qanun No. 8 Tahun 2014 dalam Pasal 3 ayat (1) yang
menyatakan bahwa penerapan syariat Islam bermaksud melindungi agama, jiwa,
harta, akal, kehormatan, harkat, nasab, masyarakat dan lingkungan hidup, adalah
sesuai dengan teori pemidanaan yang terdapat dalam Islam yaitu . Dalam Islam
tujuan hukuman dalam syara’ ada lima macam yang dikenal dengan al-maqasid
al-khamsah (lima tujuan). Kelima tujuan itu adalah memelihara kemaslahatan
agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara

harta benda. Barangsiapa yang mengganggu lima perkara itu, maka dia akan

186 Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Jo.
Pasal 46 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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berhadapan dengan urusan hukum.'®” Atas dasar teori pemidanaan tersebut maka
penting untuk diatur aspek pidana kepada masyarakat yang masih menjalankan
aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah.

Pentingnya hal tersebut karena pelaksanaan syariat Islam di Aceh
merupakan tanggung jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Qanun No. 8 Tahun 2014. Artinya, selama
ini banyak edaran yang dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota di Aceh yang
melarang masyarakat untuk berhubungan dengan rentenir menyikapi maraknya
fenomena pinjam-meminjam uang dengan bunga yang tinggi, bahkan hingga
terdapat resistensi dari internal masyarakat sendiri yang menolak keberadaan
rentenir dengan memasang baliho dan spanduk di seputaran” desa.

Secara umum bahwa keberadaan Qanun No. 8 Tahun 2014 Tentang
Pokok-Pokok Syariat Islam menandakan bahwa syariat Islam adalah bagian dari
kebijakan Negara yang di berlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks
pelaksanaannyapun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.'®® Dan sudah
seharusnya legislasi ganun jinayat dalam bidang ekonomi Syariah diharapkan
dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan Syari’at Islam bidang

muamalah di Aceh.

4.3. Urgensi Positivisasi Qanun Jinayat Di Bidang Ekonomi Syariah Dalam
Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018.

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama
berbentuk asset keuangan (financial asset) atau tagihan (claims) seperti saham dan
obligasi. Atau dalam pengertian lain diartikan bahwa lembaga keuangan adalah
sebuah perusahaan keuangan yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan
ekonomi.'® Dan berdasarkan perkembangan kegiatan dan aktivitas ekonomi

masyarakat yang disertai dengan keinginan untuk tetap sejalan dengan

187 Ismail Muhammad Syu’bah, Tujuan dan Ciri-Ciri Hukum Islam, (Jakarta: Bumi

Aksara, 1999), h. 65.

188 Hasan Basri, Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal
Ilmu Hukum (2011), h. 87

189 Sumar’in, Konsep Lembaga Bank Syariah, Cet. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.
33.
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pelaksanaan syariat Islam menyebabkan timbulnya kebutuhan akan peraturan
tentang sistem pengelolaan lembaga keuangan.

Lahirnya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan
Syariah merupakan amanah dari Qanun No. 8§ Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok
Syariat Islam untuk membentuk lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah,
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21:

Ayat (1) “Lembaga Keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus
berdasarkan prinsip syariah”

Ayat (2) “Lembaga Keuangan konvensional yang sudah beroperasi di
Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS)”

Ayat (3) “Transaksi keuangan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota wajib menggunakan prinsip syariah dan/atau
melalui proses Lembaga Keuangan Syariah”

Ayat (4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syariah
diatur dalam Qanun Aceh”.

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah
dibentuk berdasarkan beberapa pertimbangan. Di antara pertimbangan penting

disebutkan dalam konsideran, menimbang bahwa:

“Point ¢, dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil
dan sejahtera dalam naungan Syari’at Islam memerlukan jasa lembaga
keuangan syari’ah; Point d, kebutuhan masyarakat Aceh terhadap
lembaga keuangan syari’ah sebagai salah satu instrumen penting dalam
pelaksanaan ekonomi syari’ah; Point f, berdasarkan Pasal 21 Qanun
Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari’at Islam, lembaga
keuangan dan transaksi syari’ah dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun; Point g,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
sampai dengan huruf f, perlu membentuk Qanun Aceh tentang
Lembaga”.

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah
secara umum mengatur tentang lembaga keuangan di Aceh yang harus berprinsip
syariah sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Lembaga keuangan yang beroperasi
di Aceh berdasarkan Prinsip Syari’ah; ayat (2) Aqad keuangan di Aceh
menggunakan prinsip syari’ah. Sedangkan maksud pemberlakuannya dapat dilihat
pada Pasal 4 bahwa LKS dimaksudkan untuk memperkuat implementasi

pembangunan ekonomi syariah di Aceh.
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Sedangkan tujuan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga
Keuangan Syari’ah sebagaimana dalam Pasal 5 disebutkan bertujuan: a.
mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami; b. menjadi penggerak dan
pendorong pertumbuhnn perekonomian Aceh; c¢. menghimpun dan/atau
memberikan dukungnn pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan
berdasarkan Prinsip Syari’ah; d. menjalankan fungsi sosial lain termasuk
memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan Prinsip
Syari’ah; e. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Aceh; f. meningkatkan
akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat; g. membantu peningkatan
pemberdayaan ekonomi, produktivitas masyarakat dan membantu peningkatan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada umumnya, lembaga keuangan dikelompokkan dalam dua bentuk
yaitu bank dan non-bank, dimana berperan sebagai perantara anara pihak yang
surplus dana kepada pihak yang membutuhkan dana, dengan kata lain bahwa
kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada pihak yang
membutuhkan.!°

Jenis Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang diatur dalam Qanun Aceh
No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah dapat dilihat pada Pasal
7 ayat (1) LKS terdiri atas: a. Bank Syari’ah; b. Lembaga Keuangan Non-Bank
Syari’ah; dan c. Lembaga Keuangan lainnya; ayat (2) Bank Syari’ah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. bank umum syari’ah; b. unit usaha
syari’ah; dan c. bank pembiayaan rakyat syari’ah; ayat (3) Lembaga Keuangan
Non-Bnnk Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain
meliputi: a. asuransi syari'ah; b. pasar modal syari’ah; c. dana pensiun syari’ah; d.
modal ventura syari'ah; e. pegadaian syari'ah; f. koperasi pembiayaan syari'ah dan
sejenisnya; g. lembaga pembiayaan syari’ah; h. anjak piutang syari’ah; i. lembaga
keuangan mikro syari’ah; j. teknologi finansial syari’ah; dan k. lembaga keuangan
non-bank syari’ah lainnya; ayat (4) Lembaga Keuangan Lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain: a. Lembaga keuangan non formal; dan

19 Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah, Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia,
2012), h. 80.
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b. Lembaga pegadaian non formal; ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai
Lembaga Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan
Peraturan Gubernur.

Maksud dan ketentuan tentang Lembaga Keuangan Non-Bank Syari’ah
Lainnya dapat dilihat pada Pasal 37 ayat (2) Lembaga keuangan non-bank
syari’ah lainnya meliputi semua pihak baik badan usaha maupun perorangan; ayat
(4) Lembaga Keuangan non-bank syari’ah lainnya yang beroperasi di Aceh tidak
melakukan rekayasa transaksi dengan maksud untuk menghindari praktik riba.
Dan pada Pasal 38 ayat (1) Kegiatan usaha LKS meliputi transaksi jasa keuangan,
kerjasama dalam pengembangan usaha masyarakat, baik melalui penyaluran,
pembiayaan, pengelolaan simpanan serta investasi kepada mitra dan/atau LKS
lainnya; ayat (2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LKS
wajib melakukan kegiatan keuangan sosial; ayat (3) Kegiatan keuangan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dan kegiatan tanggung jawab
sosial perusahaan dan pengumpulan dana kebajikan; ayat (4) Transaksi jasa
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Simpanan atau titipan,
Pinjaman dan pengiriman uang; ayat (5) Transaksi keuangan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dapat terjadi antara LKS dengan mitra, LKS dengan LKS dan
mitra dengan mitra; ayat (6) Kerjasama pengembangan usaha masyarakat
dimaksudkan dalam rangka pengembangan usaha sektor nil.

Dalam pengawasan terhadap penerapan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018
tentang Lembaga Keuangan Syari’ah dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS)
sebagaimana pada Pasal 44 ayat (1) Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan
Prinsip Syari’ah, LKS wajib membentuk DPS; ayat (2) DPS diangkat oleh rapat
umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dan Pasal 45
ayat (1) DPS bertugas mengawasi dan memberi teguran dan saran kepada direksi
atau pengurus sesuai dengan Prinsip Syari’ah; ayat (2) Ketentuan lebih lanjut
mengenai tugas dan fungsi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dibentuk DPS, juga dibentuk Dewan Syariah Aceh (DSA) yang

memeiliki wewenang sebagaimana dalam Pasal 47 ayat (1) DSA sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 46 berwenang: a. mengkoordinasi dan konsolidasi antar
DPS pada setiap LKS; b. mengkoordinasi dan konsolidasi antara DSA dengan
DSK; c. melakukan pengawasan terhadap putusan DSN atas produk dan transaksi
LKS di Aceh; d. mengatur dan mengawasi LKS lainnya yang belum memiliki
DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menjadi
penghubung antara LKS dengan pemerintah; f. meningkatkan koordinasi terkait
edukasi keuangan syari’ah kepada masyarakat; dan g. melakukan sertifikasi DPS
setelah berkoordinasi dengan Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
ayat (2) Dalam melakukan kewenangannya sesuai ayat (1) DSA perlu
mempertimbangkan rekomendasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan
peraturan perundang-undangan; ayat (3) Dalam menetapkan produk dan/atau
transaksi keuangan yang teijadi perbedaan pendapat dalam masyarakat, DSA
wajib melakukan koordinasi lebih lanjut dengan DSN; ayat (4) Ketentuan lebih
lanjut mengenai DSA diatur dalam Peraturan Gubernur.

Sedangkan Dewan Syariah pada tingkat Kabupaten dibentuk Dewan
Syariah Kabupaten/Kota (DSK) yang berwewenang sebagaimana dalam Pasal 49
ayat (1) DSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berwenang: a.
mengkoordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS; b. melakukan
pengawasan terhadap putusan DSN atas produk dan transaksi LKS di Aceh; c.
mengawasi LKS lainnya yang belum memiliki DPS sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan d. menjadi penghubung antara LKS dengan
Pemerintah; ayat (2) Penerapan Prinsip Syari'ah pada LKS milik Pemerintah
Kabupnten/Kota diatur Iebih lanjut oleh Peraturan Bupati/Walikota; ayat (3)
Dalam menyelenggarakan kcwenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
DSK wajib mendapatkan rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama
kabupaten/kota; ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DSK diatur dalam
Peraturan Bupati/Walikota.

Dengan adanya Qanun LKS, maka melegitimasi operasional lembaga
keuangan berdasarkan prinsip syariah, serta untuk mendorong terwujudnya
perekonomian Aceh yang Islami, dan mendorong pertumbuhan pendapatan asli

Aceh. Namun sanksi-sanksi dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang
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Lembaga Keuangan Syari’ah masih terbatas pada pelanggaran administrasi seperti
ditunjukan dalam Pasal 64 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018. Sedangkan
pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah dan ketentuan lain seperti rasio
pembiayaan kepada usaha mikro sebesar 30 % pada tahun 2020 dan 40 % pada
tahun 2022, akad berbasis bagi hasil sebesar 10 % pada tahun 2020, 20% pada
tahun 2022 dan 40 % pada tahun 2024'*! rasio tersebut belum terpenuhi.'*?

Penyimpangan terhadap Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 juga sering
terjadi pada hal-hal prinsip yakni implementasi akad yang tidak sesuai dengan
ketentuan syariah di Bank. Ketidak sesuaian tersebut sejatinya sangat kentara dan
dirasakan oleh masyarakat Aceh bahkan sebagian masyarakat beranggapan
implementasi akad syariah tidak ubahnya dengan praktik konvensional. Dominasi
akad murabahah yang selama ini dipraktikkan pada Bank sebagai senjata sapu
jagad, yaitu semua keperluan masyarakat dilayani dengan akad murabahah,
sehingga tidak heran jika terjadi penyelewengan ketentuan syariah dalam akad
murabahah.

Penyelewengan akad murabahah yang penulis maksud tersebut juga
terjadi pada mekanisme pembiayaannya (pembiaayan baru, top-up’®*, take over'*?,
take over dan top up). Padahal akad murabahah adalah masuk dalam sekema akad
jual beli yang harus terpenuhi syarat dan rukun jual beli yaitu ba iu (penjual),
Musytari’ (pembeli) Mabi’ (barang yang diperjual belikan), tsaman (harga
barang), dan ijab gabul (pernytaan serah terima).'”> Sementara pada konteks top-
up dan take over lebih cenderung dalam mekanisme kredit atau hutang.

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang LKS sebatas mengatur tentang
administrasi dan kelembagaan lembaga keuangan baik perbankan maupun non

perbankan, menjadi faktor rentan timbulnya berbagai permasalahan terutama

191 Pasal 14 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

192 Asbisindo (Asosiasi Bang Syariah Indonesia) wilayah Aceh.

193 Top-up adalah debitur melakukan pengajuan kembali kredit yang sudah berlangsung
dengan jumlah yang lebih besar dari outstanding kredit atau pokok hutang yang sedang berjalan.

194 Take over adalah proses pengambil alihan kredit bank lain, dengan maksimum plafon
kredit sebesar outstanding (sisa pinjaman) terakhir di bank asal atau limit baru sesuai perhitungan
bank

195 Veithzal Rifai, Islamic Financial Management: Teori, Konsep, Dan Aplikasi: Panduan
Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2008), h. 146.



86

pelanggaran terhadap prinsip syariah dalam bidang ekonomi. Berbeda dengan
Negara Malaysia dengan The Islamic Financial Services Act 2013 yang tidak
hanya mengatur tentang kelembagaan dan administrasi namun semua aspek
pengaturan dan pengawasan, baik yang berkenaan dengan lembaga keuangan
syariah, penegakan hukum, serta risiko ketidakpatuhan dan kewajiban
pelaksanaan prinsip hukum syariah pada lembaga keuangan syariah maupun
lembaga lain yang terikat kepadanya. Undang-undang ini lahir untuk memastikan
tujuan, operasi, urusan, usaha dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan
syariah. Sebagai upaya pemerintah Malaysia untuk menjamin berjalannya prinsip
syariah pada industri perbankan dan lembaga terkait.

Kekosongan hukum jinayat dalam bidang ekonomi syariah selain
menghambat pemberlakuan syariat Islam di Aceh secara menyeluruh juga
merupakan kealpaan terhadap prinsip maslahah  al-Dharuriyah, yaitu
kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di
dunia dan akhirat. Kemashlahatan hifdu al-diin (menjaga agama). Tujuan hukum
Islam yang dicapai manusia adalah maqasid al-ghamsah yaitu memelihara agama,
jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka setiap hukum yang mengandung tujuan
memelihara ke lima hal ini disebut mashlahat, dan setiap hal yang meniadakannya
disebut mafsadah dan menolaknya disebut mashlahat.!*®

Ketiadaan gqanun yang mengatur aspek pidana terhadap masyarakat yang
tidak menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip syariah setelah
diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun
Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam serta Qanun Aceh
No. 11 Tahun 2018 Tentang LKS, dapat dijadikan pembuktian terhadap Gelding
Theorie karena telah terpenuhi asas filosofis, sosiologis dan yuridis. Menjauhkan
masyrakat dari perbuatan melanggar ketentuan syara’ dalam bidang ekonomi
adalah sebuah kewajiban, maka upaya untuk mencegah masyarakat melakukan
pelanggaran adalah kewajiban yang sama. Hal itu sesuai dengan kaidah fikih yang
berbunyi Ma La Yatimmu al-Wajib Illa Bihi Fahuwa Wajib” (sesuatu yang harus
ada)

196 Al-Ghazali, AI-Mustashfa Min ‘Ilm al-Ushul.., h. 250.



BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang “Urgensi

Qanun Jinayat Dalam Bidang Ekonomi Syariah Di Aceh (Analisis Qanun
Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan Qanun
Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah)”, adalah

sebagai berikut:

1.

Secara filosofis, legislasi qanun jinayat dalam bidang ekonomi syariah telah
relevan dengan cita-cita luhur masyarakat Aceh yang ingin menerapkan
syariat Islam secara menyeluruh dalam setiap sendi kehidupan termasuk dalam
bidang ekonomi syariah. Cita-cita luhur tersebut terbentuk dari pandangan
hidup, kesadaran dan cita hukum masyarakat Aceh terhadap pengamalan nilai-
nilai al-Quran dan Hadits serta Pancasila dan UUD 1945. Secara sosiologis
keberadaan Qanun Jinayat dalam bidang ekonomi syariah dapat menjadi
insturumen hukum untuk mendorong masyarakat menjalankan aktifitas
ekonomi yang sesuai syariat, serta menjawab kegelisahan masyarakat tentang
maraknya pelanggran syariah Islam dalam bidang ekonomi. Secara yurudis,
keberadaan ganun jinayat dalam bidang ekonomi syariah juga merupakan
implementasi dari amanat Pancasila terutama sila pertama dan Pasal 29 UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Negara
Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan setiap warga Negara
berhak memeluk agamanya masing-masing serta menjalankan keyakinannya
tersebut. Qanun Jinayat dalam bidang ekonomi syariah juga telah relevan
dengan Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahann Aceh serta
sesuai dengan magqasid al-syariah terutama hifdu al-diin, karena dengan
adanya ganun jinayat dalam bidang ekonomi syariah diharapkan mampu
mencegah masyarakat melakukan pelanggaran ketentuan syara’ dalam
melakukan aktifitas ekonomi hal ini sesuai dengan teori pemidanaan dalam
islam yaitu sebagai Pencegahan (a/-Zajr). Dengan telah adanya tiga asas
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tersebut maka teori gelding dalam positivisasi Qanun Jinayat pada bidang
ekonomi syariah telah terpenuhi.

Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam
mewajibkan masyarakat Aceh yang beragama Islam untuk menjalankan
muamalah sesuai dengan syariat Islam yang pelaksanaannya harus
memperhatikan prinsip keterbukaan, kejujuran, keadilan dan fa’awun
(kerjasama) serta bebas dari maisir (judi), gharar (penipuan), tadlis (samar-
samar), spekulasi, monopoli dan riba. Tujuannya adalah untuk menjaga al-
magqasid al-khamsah (lima tujuan). Namun pada kenyataannya masih terdapat
berbagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti
maraknya rentenir dan aktifitas ribawi dan telah mendapatkan resistensi dari
sekelompok masyarakat. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-
Pokok Syariat Islam tidak memuat ketentuan pidana bagi masyarakat yang
melanggar ketentuan syariah, oleh karenanya maka keberadaan qanun jinayat
dalam bidang ekonomi syariah sangat diperlukan untuk menjamin
terlaksananya Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 sehingga tujuan syari’ yaitu
menciptakan maslahah dan menghindarkan kemudaratan (jalbu al-manfa’ah
wa daf’u al-darar) dapat tercapai. Melihat kejadian pelanggaran terhadap
prinsip ekonomi syariah telah terjadi secara berkelanjutan dan menciderai
syariat Islam sebagai identitias masyarakat Aceh, maka hal ini telah dapat
dikatakan menjegal kemaslahatan kehidupan yang ingin dicapai, karena Allah
SWT telah mengingatkan perbuatan tersebut akan mendapat siksaan yang
pedih di akhirat, hal tersebut tentu telah mencapai pada tingkatan maslahat
dharuriyat. Maka, ketentuan pidana terhadap pelanggaran ekonomi syariah
menjadi sangat penting untuk menjamin aktifitas ekonomi masyarakat berjalan
sesuai syariat Islam.

Salah satu tujuan lahirnya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga
Keuangan Syari’ah adalah untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh
yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Tujuan tersebut ditandai
dengan penekanan pentingnya rasio pembiayaan kepada usaha mikro sebesar

30 % pada tahun 2020 dan 40 % pada tahun 2022, akad berbasis bagi hasil
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sebesar 10 % pada tahun 2020, 20% pada tahun 2022 dan 40 % pada tahunn
2024. hal ini merupakan suatu terobosan besar dimana selama ini lembaga
keuangan syariah didominasi dengan akad murabahah. Namun pada tataran
implementasi rasio pembiayaan usaha mikro dan akad berbasis bagi hasil
tersebut belum dapat terlaksana dengan baik. Pelanggaran terhadap ketentuan
Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 juga dapat dilihat pada berbagai aspek akad
seperti pada akad muarabah yang pelaksanaanya belum sesuai dengan
ketentuan syariah. Misalnya adanya praktik top up, take over dan ketidak
sesuaian pembelian barang. Fenomena tersebut disebabkan karena tidak ada
satu pasalpun yang mengatur tentang ketentuan pidana dalam Qanun Aceh No.
11 tahun 2018. Bahkan dalam ketentuan peralihan Pasal 65 hanya
menyebutkan pada saat Qanun ini mulai berlaku semua lembaga keuangan di
Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 tahun sejak Qanun
ini diundangkan, tanpa disertai dengan konsekuensi apabila ada lembaga
keuangan yang tidak menyesuaikan diri dengan Qanun tersebut. Hal ini tentu
menjadi celah hukum terjadinya pelanggaran terhadap Qanun Aceh No. 11
Tahun 2018. Oleh karena itu keberadaan qanun jinayat dalam bidang ekonomi
syariah sangat diperlukan sebagai daya paksa bagi masyarakat dengan

merujuk kaidah fikih Ma La Yatimmu al-Wajib llla Bihi fahuwa Wajub.

5.2. Saran-Saran

1. Kepada Pemerintahan Aceh terutama kepada Badan Legislatif dan Eksekutif
untuk menyusun Qanun Jinayat dalan bidang Ekonomi Syariah karena dengan
aspek pemidanaan, efektifitas sebuah cita-cita hukum dapat berjalan dengan
baik dan menjadi pelajaran berharga bagi setiap orang yang hidup di Aceh.

2. Bagi peneliti selanjutnya masih dapat dilakukan pengakajian yang
mendalam dengan berbagai metode penelitian, atau dengan penelitian melalui
pendekatan lapangan (field research) untuk menganalisis asas filosofis, dasar
yuridis dan landasan sosiologis dalam membuktikan urgensitas Qanun Jinayat

dalam bidang ekonomi Syariah di Aceh.
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Menimbang :

Mengingat

FATWA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
RENTENIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ADAT

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

a. bahwa umat Islam dituntut untuk melaksanakan tuntunan syariat

1.

secara sempurna di segala bidang, termasuk dalam bidang

muamalah;

bahwa maraknya praktik muamalah ribawi oleh para rentenir di
tengah-tengah masyarakat telah mengakibatkan rusaknya sendi-
sendi agama, adat, tatanan sostal dan ekonomi,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dipandang perlu
menetapkan Fatwa tentang Rentenir Menurut Perspektif Hukum

Islam dan Adat;
AlQuran;
0QS. An-Nisa' Ayat : 29 :

280l 5 30055 3% S il 385 8050 RS 15 ool 4l
iy 2 (IS 4 G 3 Y

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil {tidak benar), kecuali dalam
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha

Penyayang kepadamu.

Al-Hadits :
H. R. Muslim :

Lﬁi"éﬂj%ﬁsﬂ!u-‘m—&\d_}“_}u’-}dﬁuﬁi;@lg*“ﬁ‘)ﬂ%m&dﬂh&
({;lumbij_))—-;\}u‘ab:d\é}sq.jﬂﬁché__ﬁ‘«sj&‘\jsyjs‘__:‘}“

Artinya :
Dari Jabir bin ‘Abdullah r.a.: “Rasulullaah SAW melaknat para

pemakan riba, orang yang memberikan riba, pencatat transaksi riba,
dan dua orang vang menjadi saksi riba.” Dan Rasulullaah SAW
bersabda: “Mereka sernua sama.” (HR. Muslimn)

3. ljma’ Ulama...



4,
5.
6.
Mengingat Juga :
1.
2.

10.

11.

12,

13.
14.

15.

Memperhatikan :
1.

[yma’ Ulama;

Para ulama telah ijma’ menyatakan bahwa hukum riba adalah haram.
Qiyas;

Kaidah Ushul Figh/Figh;

Pendapat Ulama,

Pembukaan Undang —Undang Dasar Negara 1945 (Preambule);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah
Istimewa;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh,;
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun

2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002
Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Agidah, Ibadah dan Syiar
Islam;

Qanun Aceh Nomeor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja
Mejelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan
Instansi lainnya; 7

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Ulama;

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan
Perlindungan Agidah;

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari‘at
Islam;

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembenian
Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama;

Qamun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan
Syariah;

Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 tentang
Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa
Bakti 2017-2022 sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir
dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/1297/2021 tentang
Perubahan Keenam Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor
451.7/642/2017 tentang Penetapan Pengurus Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022;

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2016
tentang Gadai Dalam Pandangan Figh Islam;

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 4 Tahun 2016
tentang Mawah;

Fatwa Majelis Perrnusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2017
tentang Jual Beli Secara Kredit Menurut Syariat Islam;

Khutbah Iftitah vyang disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh, (Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary, M.
Agli

Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah (PANMUS) MPU
Aceh, yang disarikan dari makalah-makalah :

a. Tgk. H. Hasbi...
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a. Tgk. H. Hasbi Albayuni (Wakil Ketua MPU Aceh) dengan judul
“praktek Rentenir Menurut Hukum Adat”.
b. Dr. Tgk. H. A. Gani Isa, SH. M.Ag {Anggota MPU Aceh) dengan
judul “Praktek Rentenir Menurut Hukum Islam”.
. Prof. Dr. M. Shabri A. Majid, SE. M.Ec (Koordinator Program Studi
Doktor Imu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Syiah Kuala/Ketua Dewan Syariah Aceh} dengan judul “Rentenir
dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat”.
3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam Sidang Paripurna -VI
Tahun 2021 Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tanggal 3 sampai

dengan 5 Rabiul Akhir 1443 H bertepatan dengan Tanggal 8 sampai
dengan 10 November 2021.

dengan
bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan
SIDANG PARIPURNA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU
KEDUA

KETIGA

KEEMPAT :

1.
2.

3.

Wakil Ketug

Renten adalah bunga atas imbalan hutang.

Rentenir adalah individu atau lembaga yang menghutangkan uang secara
resmi atau tidak resmi dengan syarat pembayaran melebihi hutang pokok.
Praktik rentenir oleh individu atau lembaga merupakarn bagian muamalah
ribawi, hukumnya adalah haram dan bertentangan dengan adat Aceh.

TAUSHIYAH

Diharapkan kepada pemerintah untuk melarang segala bentuk muamalah
ribawi, terutama praktik rentenir:

Diharapkan kepada pemerintah  dan DPRA untuk membuat dan
melahirkan regulasi (Qanun) tentang pelarangan praktik muamalah ribawi,
Diharapkan kepada para pakar, untuk melahirkan dan mengembangkan
konsep-konsep ekonomi berbasis syariah.

Diharapkan kepada para dal, pendidik dan tokoh masyarakat untuk

memberikan pencerahan tentang bahayanya praktik rentenir.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 5 Rabiul Akhir 1443 H
10 November 2021 M

usyawaratan Ulama Ace?(b
' -~

etua,

akil Ketua

=

Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary, M. Ag Tek. H. Hasbi Albgyuni



WALIKOTA LANGSA
Langsa, 2 upi 2020 M
30 Syawal 1441 H

Kepada Yth ;

1. Para Camat

2. Para Geuchik

di- '
Langsa

SURAT EDARAN
Nomor : 450 / 1505 / 2020

TENTANG
ANTI RENTENIR

hubungan akhir-akhir ini banyaknya keresahan yang terjadi di Kota Langsa terkait
7 adanya .kég-i_atan rentenir atau Bank 47 dan pemurtadan maka dapat di sampaikan
::'fi_ﬁébérapa jha_'l_ untuk mengantisipasi kejadian tersebut sebagai berikut :

1. Mewaspadai dan melakukan pengawasan terhadap orang luar/ dan juga

warga setempat yang ada di wilayah saudara, segera melapor kepada aparat

~ penegak hukum apabila ditemukan pelanggaran.
- Menghimbau kepada seluruh warga atau masyarzkat dilingkungannya

..masing-masing untuk melaporkan kepada aparat gampong apabila ada tamu
. yang akan berdomislii atau menyewa rumah dilingkungannya.
Mgngamatf situasl dan kondisi diluar kebiasaan masyarakat setempat

~ sehingga sejak dini dapat diantisipasi pencegahannya.

Setlap gampong mendata warganya yang mengambll kredit pada rentenir

© atau Bank 47,
Kepada seluruh camat dan geuchlk di Kota Langsa agar leblh Intensif lag!

.”mengawasi pendatang deri luar, leblh-febih yang beraktivitas di bidang
mengatas namakan koperasl rentenir atau Bank 47 sehingga masyarakat

Kota Langsa tidak terjerat hutang Yang sangat meresahkan



Apabila ada warga yang membutuhkan dana agar berhubungan dengan

. Bank yang legal.

Bagi masyarakat Kota Langsa yang sudah r‘henjaiin kerjasama dengan

_  rentenir atau Bank 47 segera melapor keaparat gampong atau kecamataﬂ
' setempat. |
8. Apabila ada oknum yang beraktivitas dldaerahnya masing-masing terkait
~ rentenlr atau Bank 47 segera diamankan dan berkoordinasl dengan apparat
. penegak hukum.
T' ). Agar Geuchik setempat menghimbau warganya supaya tidak berhubungan
dengan rentenir atau Bank 47 karena lebih banyak kemugqdaratannya da_ri
. H .kemaslahatannya bagi warga.
10, Geuchik setempat membuat himbauan baik itu melalul spanduk maupun
' media lainnya, dan ditempatkan pada tempat-tempat yang bisa dibaca
f_" - warga

. Adapun isi spanduk tersebut berupa himbauan atau larangan untuk tidak

~berhubungan dengan rentenir atau Bank 47. (terlampir)

~ Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima

kasihﬁ




TAUSHIYAH
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 6 TAHUN 2021 M/ 1443 H
TENTANG
IMPLEMENTASI MoU HELSINKI

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

Menimbang : a. bahwa Memorandum of Understanding Helsinki sudah
berlangsung selama 16 tahun;

b. bahwa butir-butir MoU belum seluruhnya terealisasi
dengan baik;

c. bahwa sampai saat ini masih ada perbedaan penafsiran
terhadap butir-butir MoU antara Aceh dengan
Pemerintah Pusat;

d. bahwa berdasarkan  pertimbangan  scbagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, maka
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu
mengeluarkan Taushiyah;

Al-Quran,;
Al-Hadits;

Mengingat

Ijma’ Ulama;
Qiyas;
Kaidah Ushul Figh/Figh;

Pendapat Ulama,;

U T o S

Mengingat Juga :

1. Nota Kesepahaman antara Pemerintah  Republik
Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of
Understanding Between The Government of Republic of
Jndonesia And The Free Aceh Movement Helsinkt
15 Agustus 2005);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi  Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1103};

3. Undang-Undang.../2 l}l



2.

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan  Keistimewaan  Propinsi  Daecrah
Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor
5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Tahun 2000 Nomor 30);

7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan
Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan
Eksckutif, Legislatif dan Instansi Lainnya (Lembaran
Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003
Nomor 22 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25);

8. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Ulama (Lembaran Dacrah Aceh Tahun
2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Aceh
Nomor 24);

9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok
Syarvat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Carsa
Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan
Ulama (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomeor 2, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 97);

11. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017
tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan
Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan
Gubernur Aceh Nomor 451.7/1297/2021 tentang
Perubahan Keenam Atas Keputusan Gubernur Aceh
Nomor 451.7/642/2017 tentang Penetapan Pengurus
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti
2017-2022;

Memperhatikan : Pendapat dan saran vyang berkembang dalam rapat
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal
24 Muharram 1443 H bertepatan dengan tanggal 2
September 2021 M;

dengan.../3 :J,
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dengan
bertawakkal kepada Allah SWT
PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Diminta kepada seluruh Stakeholder dan komponen
masyarakat untuk menjaga perdamaian Aceh sebagai
wujud dari implementasi butir-butir MoU Helsinki.

KEDUA : Diminta kepada Lembaga Wali Nanggroe dan Pemerintah
Aceh untuk mendesak Pemerintah Pusat supaya
merealisasikan  butir-butir MoU Helsinki sesuai dengan
ketentuan dan perundang-undangan vang berlaku.

KETIGA : Diminta kepada Pemerintah Aceh untuk memaksimalkan
perannya dalam merealisasikan butir-butir MoU Helsinki.

KEEMPAT . Diminta kepada para pihak yang terlibat dalam
perjuangan mewujudkan MoU Helsinki untuk solid dan

bersatu padu.

KELIMA : Diminta kepada Pemerintah Aceh supaya memfasilitasi
Lembaga-Lembaga Keistimewaan Aceh untuk melakukan
koordinasi dalam rangka aksclerasi implementasi
butir-butir MoU Helsinki.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Muharram 1443 H
2 September 2021 M

.0"'-

akil Ketua

Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary, M. Ag Tgk. H. Hasbi Albayuni

T — "
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MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULLAMA
KOTA BANDA ACEH

Jalan T. Nyak Arief No. 162 Telepon (0651) 7555475 Banda Aceh

TAUSYIAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 9% /2020

TENTARNG

PERLUNYA PAYUNG HUKUM LARANGAN RENTENIR

Berdasarkan Rapat Majelis Permusyawaratan Ulama Keota Banda
Aceh tanggal 2 Juli 2020 M/10 Dzulgaidah 1441 H tentang
pentingnya payung hukum untuk melarang praktek rentenir di Kota

Banda Acch maka Majelis menyampaikan sebagai berikut :

Menimbang :

1. Firman Allah SWT surah Al-Bagarah ayat 275 tentang larangan
riba dan An-nisa ayat 29 tentang haram nya memakan harta
yang batil;

2. Qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuanpgan
Syariah,;

3. Fatwa MPU Aceh nomor 1 tahun 2017 tentang jual beli secara
kredit menurut Syariat Islam;

4. Bahwa rentenir adaiah bentuk prakiek muamalah berdasarkan
rnibawi;

5. Bahwa praktek rentenir telah meresahkan dan memunculkan
konflik horizontal dalam masyarakat;

6. Bahwa schbahagian praktek rentenir diduga memiliki misi
terselubung pendangkalan aqidah.

Maka Majelis Memberikan Tausyiah :
1. Perlu adanya Peraturan Walikata Banda Aceh guna
melarang praktek rentenir dalam wilayah Kota Banda Aceh;
2. Perlu menetapkan sanksi bagi siapapun yang melakukan

praktek rentenir di Kota Banda Aceh;




3. Perlu adanya langkah-langkah konkrit dari pemerintah
Kota Banda Aceh untuk menanggulangi persoalan tersebut
dan mengaktifkan lembaga-lembaga keuangan syariah
untuk ikut serta.

Demikianlah Tausyiah ini disampaikan scbagai bahan pertmbangan
bagi pemerintah Kota Banda Aceh untuk dijadikan pedoman

sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,l0 Dzulgaidah 1441 H
02 Juli 2020 M

@ {MA KOTA BANDA ACEH 0
/ g

MAJELIS PERMUSYAWARA

DR. TGK.H. DAMANHURI BASYIR, M.Ag
WAKIL KETUA | WAKIL KETUA T
ELTEYA WH——-
TGK. H. TU BULQAINI, 8.50s.1 n‘gx H. SYIBRAL MALASYI

KEP A EKRETARIAT

[T

DRS. HASAN SANUSI, M.Pd
Nip. 196210221987031006




FATWA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 01 TAHUN 2016
TENTANG
JUDI ONLINE

B NUENANL 2

MAJELIS PERMUSYAWARATANULAMA ACEH,

Menimbang :

Mengingat

a. bahwa perkembangan teknologi komunikasi

1.

yang cepat berkonsekuensi luas di tengah-
tengah masyarakat dan yang mungkin dapat
disalahgunakan untuk hal-hal negatif;

hahwa dampak judi online sangat luas yang
bermuara pada peningkatan kriminalitas, krisis
moral dan kejahatan lainnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Fatwa tentang Judi Online.

Al-Qur’anul Karim

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat
90

e ,7.27‘.-’ J:"E‘,"j :,v.-( }e‘/r,; ,fl, .. .5_- i
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Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! sesungguhnya
minuman keras, berjudi (berkarban untuk)
berhala, dengan mengundi nasib dengan anak
panah, adalah perbuatan kep dan termasuk
perbuatan setan, maka jauhilah {perbuatan-
perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Hadits... f-2-



2. Al-Hadits
‘Rasulullah SAW ersabda

(.L,?-3 3 3_5]3 y'! OUJ) 223 ;F:fe_ kl

Artinya :

Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya,
‘Nabi shallallahu  ‘alaitht wa sallambersabda,
“Barangsiapa yang bermain dadu, maka 1a
seakan-akan telah mencelupkan tangannya ke

dalam daging dan darah babi”.

3. [jma’ Ulama:
Para ulama telah jma’ menyatakan bahwa

hukum bermain judi adalah haram ( 3 WY o3t )
4. Kaidah Kaidah Figh /Ushul Figh!

1
Artinya:
Hukum sarana suatu perbuatan sama dengan

hukum perbuatan itu sendir.

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah
Istimewa Aceh;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang
Pemernntahan Aceh;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaks: Elekironik;

&. Qanun Acch Nomor 11 Tahun 2002 Tentang
Pelaksanaan Syarnat lIslam Bidang Aqdah,
Ibadah dan Syiar Islam,;

9 Qanun... f-3-



10.
1.
12.
13.

14. Keputusan Gubernur

Memperhatlkan

1.

3.

.3-

. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Tentang
Hubungan Tata Kerja Mejelis Pennusyawaratan
Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi

lainnya,;

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;

Oanun Aceh Nomor & Tahun 2014 Tentang
Hukum Jinayat;

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Hukum Acara Jinayat;

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang
Pokok-Pokok Svari’at Islam;

Aceh Nomor
451.7/465/2012 tentang Penctapan Pengurus
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode
2012-2017.

Khutbah [ftitah vang disampaikan oleh Plt.Ketua
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
{Prof. Dr. Tgk. H. Muslim ibrahim, MA};

Risalah  yvang  disiapkan  oleh Panitia
Musyawarah (PANMUS) MPU Aceh vyang
disarikan dari makalah-makalah -

a. Prof Dr. Tgk. H. Warul Walidin AK, MA
(Ketua Komisi B MPU Aceh) dengan judul
“judi  Online Dilihat dari Sisi Sosial
Kemasyarakatan™;

b. Dr. Mohd. Din, S.H, M.H (Tenaga Ahli MPU
Aceh) dengan judul “Judi Online Dilihat
Dari Perundang-Undangan Yang Berlaku”;

c. Teuku Farhan (Ketua Masyarakat Informasi
Aceh) dengan judul “Judi Online Dan Upaya
Pemblokirannya”;

Pendapat dan saran yang berkembang dalam
Sidang Paripurna Majciis Permusyawaratan
Ulama Aceh tanggal 9 sampai dengan 11
Februarn 2016.

d;?ngﬂn_ .. /-4_



4.

dengan
pertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan
SIDANG PARIPURNA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Judi Online adalah permainan yang memasarng

taruhan uang atau bentuk lain, melalui media
Internet dan media sosial lainnya.

KEDUA . Judi Online hukumnya haram.
KETIGA . Pemerintah dan masyarakat wajib memberantas

segala jenis perjudan.

TAUSHIYAH

1.

Pemerinitah diharapkan untuk melakukan sosialisasi yang lebih
intensif tentang bentuk dan bahaya negatif judi online.
Pemerintah diharapkan agar meningkatkan pengawasan
terhadap penggunaan teknologi media internet.

Pemerintah diharapkan menindak tegas para pihak yang
terlibat dalam kegiatan perjudiar.

Pemerintah diharapkan untuk segera memblokir situs-situs

porno (pornografi dan pornoaksi) dan yang terindikasi
perjudian.

5. Masyarakat diharapkan mengawasi dan melaporkan kegiatan

perjudian kepada pihak yang berwajib.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 01 Jumadil Awal 1437 H

11 Februar 2016 M
Ma;ehs Pérmds_yawaratan Ulama Aceh
Vi Plt. Ketua,

Prof. Dr. Tgk. H. Muslinf Iprahim, MA

Walky ip(etua 1l Ketua
Wl (
- \
» \,

“gk\H. Faisal Ali
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